BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

BATAM CENTRE, PULAU BATAM
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048; FAKSIMILE (0778) 462240, 462456

BAIN TRENGESAILAAN BATAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
- BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Ketua Dewan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam, perlu menetapkan Peraturan tentang struktur organisasi
dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pe:abuhan Bebas Batam;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan
Feraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 4053) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabunan Bebas
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republix Indonesia
Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4775);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757),

3.  Feputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan
Kawszsan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

4.  Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 7 tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelakuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Batamn:
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Menetapkan

Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Behas Batam Nomor Kpts/16/DK/A/2010 tentang
Penetapan Kepala, Woakili Kepala dan Anggota Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
TENTANG STRUKTUR ORGANISAS! DAN TATA KERJA BADAN
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGS! DAN SUSUNAN ORGANISASH

Pasal 1

(1)  Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Batam yang selanjutnya disebut dengan Badan
Pengusahaan Batam, bertanggungjawab untuk mengeloia,
mengembangkan dan membangun Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya
disebut Kawasan Bebas Batam.

(2) Badan Pengusahaan Batam dipimpin oleh seorang Kepala
yang bertanggungjawab kepada Dewan Kawasan Batam.

Pasai 2

Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas
Batam.

Pasal 3

Badan Pengusahaan Batam mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Bebas Batam;

b. Pelaksanaan pengembangan Kawasan Bebas Batam;
c. Pelaksanaan pembangunan Kawasan Bebas Batam.

Pasal 4

Badan Pengusahaan Batam sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 terdiri dari :

Kepatla Badan Pengusahaan Batam;

Wakil Kepala Badan Pengusahaan;

Anggota 1/Deputi Bidang Pelayanan dan Promosi;
Anggota 2/Deputi Bidang Bina Sarana dan Prasarana;
Anggota 3/Deputi Bidang Administrasi dan Program;
Anggota 4/Deputi Bidang Pengendalian,

Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Teknologi;
Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam;
inspektorat.
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Pasal 5

(1) Kepala Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas
memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan
Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan
Pasal 3.

(2)  Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas
membantu Kepala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Badan Pengusahaan Batam.

(3) Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Batam mempunyai
tugas membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan
Batam sesuai dengan bidangnya masing-masing.

BAB I
ANGGOTA 1/DEPUTI BIDANG PELAYANAN DAN PROMOSI

Pasal 6

Anggota 1/Deputi Bidang Pelayanan dan Promosi mempunyai
tugas melaksanakan pelayanan investasi, marketing dan hubungan
masyarakat, pengelolaan lahan, pengelolaan dan pelayanan jasa
pelabuhan laut, bandar udara serta rumah sakit.

Pasal _7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6,

Anggota 1/ Deputi Bidang Pelayanan dan Promosi

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan investasi, marketing
dan hubungan masyarakat.

b. Pelaksanaan pengelolaan fahan.

c. Pelaksanaan pengelolaan, pelayanan dan pengusahaan
pelabuhan laut.

d. Pelaksanaan pengelolaan, peiayanan dan pengusahaan bandar
udara.

e, Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan rumah sakit.
Pasal 8

Anggota 1/Deputi Bidang Pelayanan dan Promosi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 2 terdiri dari ;

Direktorat investasi, Marketing dan Humas;

Direktorat Pengelolaan Lahan;

Kantor Pelabuhan Laut Batam;

Kantor Bandar Udara Batam;

Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam.

oo o
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(1)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

©)

(10)

Pasal 9
DIREKTORAT INVESTASI, MARKETING DAN HUMAS

Direktorat Investasi, Marketing dan Hubungan Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelayanan dan
pengendalian kepada penanam modal, pemasaran dan
hubungan masyarakat.

Dalam metaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasa! 9

ayat (1), Direktorat Investasi, Marketing dan Humas

menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan pelayanan
penanaman modal.

b. Pembinaan dan pelaksanaan pemasaran.

¢. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Direktorat Investasi, Marketing dan Humas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 6 terdiri dari :

a. Sub Direktorat Pemasaran

b. Sub Direktorat Humas dan Publikasi

¢. Sub Direktorat Perijinan Penanaman Modal

Sub Direktorat Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan dan penyusunan rencana dan sarana pemasaran
serta promosi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9
ayat (4), Sub Direktorat Pemasaran menyelenggarakan
fungsi;

a. Penyusunan rencana dan program pemasaran.

b. Penyusunan rencana dan penyiapan promosi.

Sub Direktorat Pemasaran terdiri dari :
a. Seksi Rencana dan Sarana Pemasaran.
b. Seksi Promosi.

Seksi Rencana dan Sarana Pemasaran mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan rencana dan sarana
pemasaran,

Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyusunan
rencana dan penyiapan promosi.

Sub Direktorat Hubungan Masyarakat dan Publikasi
mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan
masyarakat, dokumentasi dan publikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9
ayat (9), Sub Direktorat Hubungan Masyarakat dan Publikasi
melaksanakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat,

b. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan promosi.
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(11)

(12)

(13)

(14)

(18)

(16)

(17)

(1)

(2)

Sub Direktorat Hubungan Masyarakat dan Publikasi terdiri
dari

a. Subbagian Hubungan Masyarakat;

b. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi.

Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membangun
dan memelihara hubungan positif dengan pubiik serta
menyediakan layanan informasi bagi media massa.

Seksi Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas
melakukan urusan penyiapan bahan dokumentasi dan
publikasi.

Sub Direktorat Perijinan Penanaman Modal mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian
layanan perijinan kepada penanam modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9

ayat (10), Sub Direkiorat Perijinan Penanaman Modal

menyelenggarakan fungsi:

a. Penilaian aplikasi investasi baik Penanaman Modal Asing
maupun Penanaman Modal Dalam Negeri.

b. Pemberian informasi kepada calon investor dan investor.

c. Pelaksanaan pemantauan realisasi investasi.

Subdirektorat Perijinan Penanaman Modal terdiri dari :
a. Seksi Perijinan PMA dan PMDN.

b. Seksi Monitoring Investasi.

¢. Seksi Evaluasi investasi.

Seksi Perijinan PMA dan PMDN mempunyai tugas
menyiapkan bahan penilaian aplikasi investasi dan
memberikan informasi serta memantau realisasi PMA dan
PMDN.

Seksi Monitoring investasi mempunyai tugas melakukan
monitoring investasi.

Seksi Evaluasi investasi mempunyai tugas melakukan
evaluasi investasi.

Pasal 10
DIREKTORAT PENGELOLAAN LAHAN

Direktorat  Pengelolaan Lahan mempunyai tugas
melaksanakan pengadaan dan pengalokasian lahan,
evaluasi, pengurusan dokumen Hak Atas Tanah serta
evaluasi pengalokastan lahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
10 ayat (1, Direktorat Pengelolaan Lahan
menyelenggarakan fungsi

a. Pelaksanaan kegiatan pengadaan iahan.

b. Pelaksanaan kegiatan pengalokasian lahan.
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¢. Pengurusan dokumen peralihan dan penyiapan
sertifikasi Hak Atas Tanah.
d. Pelaksanaan Evaluasi Alokasi Lahan.

(3) Direktorat Pengelolaan Lahan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 7 terdiri dari :
a. Sub Direktorat Pengadaan Lahan.
b. Sub Direktorat Pengalokasian Lahan Witayah |
c. Sub Direktorat Pengalokasian Lahan Wilayah I
d. Sub Direktorat Hak Atas Tanah.
e. Sub Direktorat Evaluasi Alokasi Lahan.

(4) Sub Direkiorat Pengadaan Lahan mempunyai tugas
penyiapan administrasi, pengukuran dan pengadaan lahan.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
10 ayat (4), Sub Direktorat Pengadaan Lahan
menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan penyiapan dan pengadaan lahan
serta administrasi.

b. Pelaksanaan pengukuran lahan untuk kebutuhan
pengalokasian maupun kebutuhan teknis lainnya serta
pembuatan gambar Penetapan Lokasi.

(6) Sub Direktorat Pengadaan Lahan terdiri dari :
a. Seksi Penyiapan Hak Pengelolaan (HPL).
b. Seksi Pengukuran Lahan.

(7) Seksi Penyiapan Hak Pengelolaan (HPL) mempunyai tugas
menyiapkan dan menyediakan dokumen pengadaan iahan
serta gambar situasi lahan dan mengkoordinir pelaksanaan
pembebasan lahan dan pengarsipan dokumen pembebasan
lahan, penyiapan dokumen untuk proses sertifikasi Hak
Pengelolaan kepada Badan Pertanahan Nasional dan
penyiapan dokumen alokasi lahan untuk
pemindahan/penataan penduduk serta menyiapkan laporan
secara periodik kepada Kasubdit Pengadaan Lahan.

(8) Seksi Pengukuran Lahan mempunyai tugas melakukan
kegiatan pengukuran dan pemetaan untuk kebutuhan
pengalokasian, pembebasan lahan maupun kebutuhan
teknis lainnya dan pembuatan gambar Penetapan Lokasi.

It} Sub Direktorat Pengalokasian lahan Wilayah | dan |
masing-masing mempunyai tugas melaksanakan evaluasi
dan Klarifikasi penyiapan lzin Prinsip, penyiapan data
pengalokasian lahan serta penyiapan fakiur tagihan alokasi
lahan.

(10)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
10 ayat (9), Sub Direktorat Pengaiokasian Lahan Wilayah |
dan ll masing-masing menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan proses evaluasi dan  Klarifikasi
permohonan alokasi lahan, penyiapan izin prinsip
alokasi lahan dan pelaksanaan koordinasi pengukuran
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

fahan, serta penerbitan dokumen alokasi lahan dan
proses administrasi pemecahan/pengggabungan alokasi
lahan serta perubahan peruntukan.

b. Menyiapkan data pengalokasian lahan (HPL, RTRW,
ketersediaan lahan).

c. Penyiapan faktur tagihan lahan, bukti pembayaran dan
penerimaan Direktorat Pengelolaan Lahan seria
pengelolaannya.

Sub Direkiorat Pengalokasian Lahan Wilayah | dan I
masing-masing terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan Dokumen Wilayah | dan |i.

b. Seksi Administrasi Keuangan Wilayah | dan Il.

Seksi Pelayanan Dokumen Wilayah [ dan Il mempunyai
tugas menyiapkan bahan evaluasi permohonan alokasi
lahan, penyiapan data pengalokasian lahan, melakukan
klarifikasi permochonan alokasi lahan dan menyiapkan
dokumen  administrasi  pengalokasian  lahan  serta
melaksanakan koordinasi dalam pengukuran lahan serta
penerbitan dokumen alokasi lahan dan proses administrasi
pemecahan/penggabungan alokasi lahan, perubahan
peruntukan.

Seksi Administrasi Keuangan Wilayah | dan Il mempunyai
tugas melakukan urusan administrasi keuangan, meliputi :
faktur penagihan, kwitansi bukti pembayaran, uang muka,
biaya pengukuran, UWTO, perafihan, Jaminan Pelaksanaan
Pembangunan {(JPP).

Sub Direktorat Hak Atas Tanah mempunyai tugas
menyiapkan dokumen bukti pengalokasian tanah, meliputi :
ijin  peralihan alokasi tanah, Surat Perjanjian, Surat
Keputusan, Rekomendasi Sertifikasi Hak Guna Bangunan,
peralihan hak dan dokumen tanah,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
10 ayat (14), Sub Direktorat Hak Atas Tanah
menyelenggarakan fungsi .

a. Pelaksanaan penyiapan penerbitan izin peralihan dan
pembebanan hak alokasi tanah.

b. Pelaksanaan proses balik nama.

c. Pelaksanaan penyiapan Surat Perjanjian dan Surat
Keputusan Alokasi Tanah.

d. Penyiapan rekomendasi pengurusan guna
pensertifikasian Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan
hak-hak lainnya yang dimungkinkan.

e. Penyiapan data/dokumen penyelesaian sengketa
alokasi tanah dan penerbitan dokumen pengganti yang
hilang/rusak.

Sub Direkiorat Hak Atas Tanah terdiri dari :

a. Seksi Penyiapan Dokumen Alokasi Tanah.
b. Seksi Peralihan Hak Alokasi Tanah.
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(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

Seksi Penyiapan Dokumen Alokasi Tanah mempunyai
tugas melaksanakan tugas penyiapan penerbitan surat
perianjian pecahan/peralihan, surat keputusan
pecahan/peralihan dan rekomendasi Hak Guna Bangunan,
Hak Pakai dan Hak-Hak {ainnya yang dimungkinkan.

Seksi Peralihan Hak Alokasi Tanah mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penerbitan izin peralihan alokasi
tanah, izin pembebanan dan pefaksanaan proses Balik
Nama, menyiapkan data/dokumentasi penyelesaian
sengketa alokasi tanah, penerbitan dokumen pengganti
yang hilang/rusak.

Sub Direktorat Evaluasi Alokasi Lahan mempunyai tugas
melaksanakan pencatatan data pengalokasian dan
monitoring serta melakukan evaluasi kegiatan fisik atas
lahan vyang felah dialokasikan serta melaksanakan
penyiapan peringatan/pemberitahuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasatl

10 ayat (19), Sub Direktorat Evaluasi Alokasi Lahan

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pencatatan data alokasi [ahan.

b. Pelaksanan pengarsipan dokumen pertanahan (alokasi
tanah, HPL dan pembebasan).

c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan fisik pemanfaatan lahan,

d. Pelaksanaan evaluasi administrasi keuangan alokasi
lahan.

e. Pelaksanaan penyiapan peringatan/pemberitahuan atas
pembatalan, pencadangan atau pencabutan aiokasi
lahan

Sub Direktorat Evaiuasi Alokasi Lahan terdiri dari :
a. Seksi Administrasi Dokumen Lahan.
b. Seksi kvaluasi Pengalokasian Lahan,

Seksi Administrasi Dokumen Lahan mempunyai tugas
melakukan pelaksanaan pencatatan data pengalokasian
lahan, pengarsipan dokumen pertanahan (alokasi lahan,
HPL dan pembebasan) pendataan dokumen data alokasi
tanah berupa grafis, kegiatan fisik pemanfaatan lahan.

Seksi Evaluasi Pengalokasian Lahan mempunyai tugas
melakukan evaluasi dokumen administrasi dan keuangan,
penyiapan surat peringatan atau teguran kepada penerima
alokasi lahan serta penyiapan surat pemberitahuan
pembatalan pencadangan dan rekomendasi kepada
Kasubdit Evaluasi Alokasi Lahan.
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(18)

(19)

(20)

21)

(22)

Seksi Penyiapan Dokumen Alokasi Tanah mempunyai
tugas melaksanakan tugas penyiapan penerbitan surat
perjanjian pecahan/peralinan, surat keputusan
pecahan/peralihan dan rekomendasi Hak Guna Bangunan,
Hak Pakai dan Hak-Hak lainnya yang dimungkinkan.

Seksi Peralihan Hak Alckasi Tanah mempunyai tugas
meilaksanakan penyiapan penerbitan izin peralihan alokasi
tanah, izin pembebanan dan pelaksanaan proses Balik
Nama, menyiapkan data/dokumentasi penyelesaian
sengketa alokasi tanah, penerbitan dokumen pengganti
vang hilang/rusak.

Sub Direktorat Evatuasi Alokasi Lahan mempunyai tugas
melaksanakan pencatatan data pengalokasian dan
monitoring serta melakukan evaluasi kegiatan fisik atas
lahan yang telah dialokasikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

10 ayat (19), Sub Direktorat Evaluasi Alokasi Lahan

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pencatatan data alokasi lahan,

b. Pelaksanan pengarsipan dokumen pertanahan {(alokasi
tanah, HPL dan pembebasan).

c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan fisik pemanfaatan lahan.

d. Pelaksanaan evaluasi administrasi keuangan alokasi
tfahan.

Sub Direkiorat Evaluasi Alokasi Lahan terdiri dari :
a. Seksi Administrasi Dokumen Lahan.
b. Seksi Evaluasi Pengalokasian Lahan.

Seksi Administrasi Dokumen Lahan mempunyai tugas
melakukan pelaksanaan pencatatan data pengalokasian
lahan, pengarsipan dokumen pertanahan (alokasi lahan,
HPPL dan pembebasan) pendataan dokumen data alokasi
tanah berupa grafis, kegiatan fisik pemanfaatan lahan.

Seksi Evaluasi Pengalokasian Lahan mempunyai tugas
melakukan evaluasi dokumen administrasi dan keuangan,
penyiapan surat peringatan atau teguran kepada penerima
alokasi lahan serta penyiapan surat pemberitabiuan
pembatalan pencadangan dan rekomendasi kepada
Kasubdit Evaluasi Alokasi l.ahan.
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(1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 11
KANTOR PELABUHAN LAUT BATAM

Kantor Pelabuhan Laut Batam mempunyai tugas
melaksanakan  pengelolaan dan  pelayanan  serta
pengusahaan pelabuhan laut bekerja sama dengan
Departemen Perhubungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
11 ayat (1), Kantor Pelabuhan Laut Batam
menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan uJrusan ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, pemeliharaan, kerumahtanggan dan
penerimaan uang jasa kepelabuhanan serta informasi
layanan kepelabuhanan.

b. Pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan dan
penunjang kepelabuhanan.

c. Pelaksanaan dan penilikan keselamatan pelayaran,
sarana bantu navigasi dan telekomunikasi pelayaran.

d. Pelaksanaan penjagaan dan penyelamatan di lauf,

pengamanan dan penertiban pelabuhan serta kegiatan

jasa maritim dan bantuan Search and Resque (SAR).

Peiaksanaan pengusahaan dan pengelolaan jasa-jasa

fainnya di pelabuhan.

@

Kantor Pelabuhan Laut Batam sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 8 terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha.

b. Bidang Kepelabuhanan.

¢. Bidang Kesyahbandaran.

d. Bidang Komersil.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, kearsipan,
kerumahtanggaan, pengumpulan dan pengolahan data dan
informasi kepelabuhanan serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

11 ayat (4), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

b. Pelaksanaan urusan keuangan.

c. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan
kerumahtanggaan.

d. Pelaksanaan urusan pengumpulan dan pengolah data
dan informasi serta pelaporan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari ;
a. Subbagian Umum,

b. Subbagian Keuangan.

c¢. Subbagian Data dan Informasi.
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(7) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan dan
kerumahtanggaan serta inventarisasi aset.

(8) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan
keuangan.

(2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas
melakukan urusan pengumpulan dan pengolahan data dan
informasi serta penyusunan laporan operasional pelabuhan.

(10)  Bidang Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan
penilikan fasilitas dan pelayanan jasa pelabuhan dan
kelancaran lalu lintas angkutan laut, kegiatan penunjang
angkutan laut serta pembinaan tenaga kerja bongkar muat
(TKBM).

(11)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
11 Ayat (10), Bidang Kepelabuhanan menyelenggarakan
fungsi :

a. Pelaksanaan penilikan kelaikan fasilitas dan peralatan
pelabuhan, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta
pemantauan kinerja operasional pelabuhan.

b. Pelaksanaan penilikan kelancaran lalu lintas kapal yang
berbendera nasional dan asing dengan trayek berjadwal
tetap “(linier)” dan tidak berjadwal tetap “(tramper)”.

¢. Pelaksanaan penilikan kegiatan operasional dan
pembinaan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan
pemantauan pelaksanaan tarif.

(12)  Bidang Kepelabuhanan terdiri dari :
a. Seksi Fasilitas dan Pelayanan Kepelabuhanan.
b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut.
c. Seksi Penunjang Angkutan Laut.

(13) Seksi Fasilitas Dan Pelayanan Pelabuhan mempunyai
tugas melakukan penilikan kelaikan fasilitas dan peralatan
pelabuhan, alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta
pemantauan kinerfa operasional pelabuhan.

(14) Seksi Lalu Llintas Angkutan Laut mempunyai tugas
melakukan penilikan terhadap pelaksanaan pengoperasian
kapal pberbendera nasional dan asing dengan trayek
berjadwal “(linier)” dan tidak berjadwal tetap “(tramper)”
serta kelancaran lalu lintas barang, hewan dan penumpang.

(16) Seksi Penunjang Angkutan Laut mempunyai tugas
melakukan penilikan terhadap kegiatan operasional
penunjang angkutan laut serta tenaga kerja bongkar muat
(TKBM) dan pemantauan tarif.

(16) Bidang Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan
pemberian Surat ljin Berlayar (SIB), pemeriksaan
keselamatan kapal, pengukuran dan pendaftaran kapal,
pencegahan dan penanggulangan pencemaran,
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kepelautan, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air,
pemeriksaan kecelakaan kapal serta pengamanan,
penertiban dan penegakan peraturan di lingkungan kerja
pelabuhan.

(17y  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
11 ayat (16), Bidang Kesyahbandaran menyelenggarakan
fungsi :

a. Penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan
kapal, pengeluaran Surat {jin Berlayar (SIB) serta
pengawasan kapal asing (PSC) dan pengusutan
kecelakaan dan bencana kapal.

b. Pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan,
pencegahan dan penanggulangan bencana laut,
pemadam kebakaran dan bantuan SAR, penilikan
kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air (PBA) serta
penyidikan tindak pidana pelayaran.

c. Pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio,
periengkapan, dan bangunan kapal serta manajemen
keselamatan kapal dan pemberian sertifikasi.

d. Pelaksanaan pengukuran, pendaftaran dan balik nama
kapal, pengurusan dokumen pelaut, perjanjian kerja laut
dan penyijilan awak kapal serta pemberian surat
kebangsaan kapal.

(18) Bidang Kesyahbandaran terdiri dari :
a. Seksi Tertib Berlayar
b. Seksi Pengamanan Pelabuhan dan Patroli.
¢. Seksi Keselamatan Kapal.
d. Seksi Status Hukum Kapal.

(19) Seksi Tertb Berlayar mempunyai tugas melakukan
penilikan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal,
mengeluarkan Surat ljin Berlayar (SIB), pengawasan kapal
asing (PSC) serta pemeriksaan/pengusutan kecelakaan dan
bencana kapal.

(20)  Seksi Pengamanan Pelabuhan Dan Patroli mempunyai
tugas melakukan pengamanan, penertiban dan penegakan
peratuan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran
laut, pemadam kebakaran, pemberian bantuan SAR,
penilikan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air (PBA)
serta penyidikan tindak pidana pelayaran.

(21)  Seksi Keselamatan Kapal mempunyai tugas melakukan
pemeriksaan nautis, teknis, radio, perlengkapan dan
bangunan kapal, manajemen keselamatan kapal dan
sertifikasi serta melaksanakan kegiatan kenavigasian di
pelabuhan.

(22)  Seksi Status Hukum Kapal mempunyai tugas melakukan

pengukuran, pendaftaran dan balk nama kapal, dan
penerbitan surat kebangsaan kapal serta penyijilan awak

kapal.
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(23) Bidang Komersi#i mempunyai tugas melaksanakan
pengusahaan jasa kepelabuhanan dan penunjang jasa
kepelabuhanan.

(24) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

11 ayat (23), Bidang Komersil menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan dan pemanduan pelayanan jasa
kepelabuhanan.

b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan jasa
kepelabuhanan dan penunjang jasa kepelabuhanan
serta kegiatan pemasaran.

¢. Pelaksanaan urusan pemeliharaan dan inventarisasi
peralatan dan perlengkapan.

d. Pelaksanaan penotaan dan pembukuan pendapatan
jasa kepelabuhanan.

e. Pelaksanaan urusan pemanduan dan penundaan kapal.

(25) Bidang Komersil terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan Terpadu Jasa Kepelabuhanan.
b. Seksi Pelayanan Aneka Jasa dan Pemasaran.
c. Seksi Teknik dan Perafatan.
d. Seksi Pemanduan dan Penundaan.

(26)  Seksi Pelayanan Terpadu Jasa Kepelabuhanan mempunyai
tugas melakukan penyusunan dan pemanduan pelayanan
jasa kepelabuhanan, serta penotaan dan pembukuan
pendapatan jasa kepelabuhanan.

(27) Seksi Pelayanan Teknik Dan Aneka Jasa Pemasaran
mempunyai  tugas  melakukan  pengelolaan  dan
pengusahaan jasa penunjang kepelabuhanan serta
kegiatan pemasaran.

(28)  Seksi Pelayanan Teknik Dan Peralatan mempunyai tugas
melakukan urusan pemeliharaan dan inventarisasi aset
pelabuhan serta pengadaan fasilitas dan peralatan
pelabuhan.

(29) Seksi Pemanduan Dan Penundaan mempunyai tugas
melakukan urusan pemanduan dan peralatan pelabuhan.

Pasal 12
KANTOR BANDAR UDARA

(1) Kantor Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan dan pelayanan serta pengusahaan bandar
udara dan kemeteorologian bekerja sama dengan
Departemen Perhubungan dan BMKG sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
12 Ayat (1), Kantor Bandar Udara menyelenggarakan
fungsi:

a. Pelaksanaan  urusan  penerimaan uang jasa
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kebandarudaraan, kepegawaian dan kefatausahaan,
perencanaan pembangunan dan program seria
perlengkapan.

b. Pelaksanaan pengusahaan dan pengelolaan jasa-jasa
lainnya di bandar udara.

¢. Pelaksanaan pelayanan jasa angkutan udara dan
penunjang angkutan udara serta informasi layanan
kebandarudaraan.

d. Pelaksanaan pelayanan jasa usaha kebandarudaraan
dan penunjang kebandarudaraan.

e. Pelaksanaan penilikan keselamatan penerbangan,
telekomunikasi penerbangan, pengamanan, penertiban
dan pemeiliharaan fasiiitas bandar udara.

f. Pelaksanaan pelayanan kemeteorologian.

3) Kantor Bandar Udara sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 9 terdiri dari :

Bagian Umum,

Bidang Operasi Darat.

Bidang Komersial.

Stasiun Meteorologi.

Kelompok Jabatan Fungsional.

®00Tw

(4) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan, perencanaan
program kegiatan serta pertengkapan.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
12 ayat (4), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan urusan keuangan.
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha.
¢. Pelaksaan urusan perencanaan program.
d. Pelaksanaan urusan perencanaan program kegiatan
dan perlengkapan.

(6) Bagian Umum terdiri dari :
a. Subbagian Keuangan.
b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha.
c. Subbagian Perencanaan dan Perlengkapan.

(7) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan
keuangan.

(8) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas

melakukan kegiatan kepegawaian, keprotokolan,
pengumpuian dan pengolahan data dan informasi serta
ketatausahaan.

(9) Subbagian Perencanaan dan Perlengkapan mempunyai
tugas melakukan kegiatan perencanaan program kegiatan,
inventarisasi aset, pengadaan, pengeluaran, penyimpanan
dan pemeliharaan serta kegiatan kerumahtanggaan.

(10) Bidang Operasi Darat mempunyai tugas menyiapkan dan
melakukan kegiatan pelayanan terminal dan informasi
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umum, higiene dan sanitasi, pengamanan dan ketertiban
umum serta pertolongan kecelakaan penerbangan dan
pemadam kebakaran.

(11)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
12 ayat (10), Bidang Operasi Darai menyelenggarakan
fungsi:

a. Penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan
terminal dan informasi.

b. Pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam
kebakaran.

¢. Pengamanan dan pelaksanaan ketertiban umum di
Bandar Udara.

d. Pengawasan dan pelaksanaan higiene dan sanitasi di
Bandar Udara.

(12)  Bidang Operasi Darat terdiri dari :
a. Seksi Terminal.
b. Seksi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan
Pemadam Kebakaran (PKPPK).
c. Seksi Pengamanan Dalam.
d. Seksi Higiene dan Sanitasi.

(13) Seksi Terminal mempunyai tugas melakukan pelayanan
penggunaan terminal dan fasilitas serta pelayanan informasi
umum di Terminal Bandar Udara.

(14) Seksi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan
Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan
pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam
kebakaran serta penanggulangan keadaan gawat darurat di
lingkungan Bandar Udara.

(15)  Seksi Pengamanan Dalam mempunyai tugas mengatur dan
mengawasi pengamanan dalam beserta instalasinya dan
ketertiban umum di fingkungan Bandar Udara.

(16)  Seksi Higiene Dan Sanitasi mempunyai tugas melakukan
dan mengawasi higiene dan sanitasi di lingkungan Bandar
Udara.

(17)  Bidang Komersil mempunyai fugas melakukan pengaturan
usaha komersial dan non Komersial jasa kebandarudaraan
yang bersumber dari hasil pelayanan ataupun pemanfaatan
fasilitas Bandar Udara.

(18)  Dalam metlaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

12 ayat (17), Bidang Komersil menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan, penyiapan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tarif jasa pelayanan penerbangan dan non
penerbangan di Bandar Udara.

b. Pelaksanaan administrasi perijinan usaha dan kontrak
sewa menyewa fasilitas dan peralatan Bandar Udara.

c. Pelaksanaan upaya optimalisasi penggunaan fasititas
dan peralatan Bandar Udara yang dapat dimanfaatkan
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sebagai sarana usaha komersial.
d. Pengaturan kegiatan usaha komersial dan non
komersial di Bandar Udara.

(19)  Bidang Komersil terdiri dari ;
a. Seksi Tarif Jasa.
b. Seksi Usaha Penerbangan.
c. Seksi Usaha Non Penerbangan.

(20)  Seksi Tarif Jasa mempunyai tugas melakukan kegiatan
perencanaan, penyiapan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan  pemberlakuan tarif jasa  pelayanan
penerbangan dan non penerbangan di Bandar Udara serta
metakukan administrasi perijinan,

(21)  Seksi Usaha Penerbangan mempunyai tugas melakukan
kegiatan perencanaan, penyiapan dan pemasaran fasilitas
dan peralatan Bandar Udara untuk kegiatan usaha
komersial jasa penerbangan di Bandar Udara.

(22) Seksi Usaha Non Penerbangan mempunyai tugas
melakukan Kegiatan perencanaan, penyiapan dan
pemasaran fasilitas dan peralatan Bandar Udara untuk
kegiatan usaha non penerbangan baik komersial maupun
non komersial.

(23)  Stasiun Meteorologi mempunyai tugas menyelenggarakan
kegiatan yang meliputi pengamatan, pengumpulan dan
penyebaran data, penganalisaan dan ramalan didalam
wilayahnya serta pelayanan jasa meteorologi bekerja sama
dengan Departemen Perhubungan dan BMKG sesuali
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(24  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasali
12 ayat (23), Stasiun Meteorologi menyelenggarakan
fungsi:

a. Pelaksanaan pengamatan meteorologi.

b. Pengumpulan dan penyebaran data meteorologi.

c. Pelaksanaan pemberian pelayanan jasa meteorologi.
d. Pelaksanaan penganalisaan dan ramalan meteorologi.

(25)  Stasiun Meteorologi terdiri dari ;
a. Seksi Tata Usaha Meteorologi.
b. Seksi Observasi.
¢. Seksi Data dan Informasi.

(26) Seksi Tata Usaha Meteorologi mempunyai tugas
melaksanakan tugas ketatausahaan meteorologi.

(27)  Seksi Observasi mempunyai tugas melaksanakan tugas
pengamatan, penganalisaan dan ramaian meteorologi.

(28)  Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan
tugas pelayanan jasa dan informasi meteorologi.
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(29) Kelompok Jabatan Fungsional adalah terdiri atas sejumiah
tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(30) Kelompok Jabatan tersebut ayat (29) dipimpin oieh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepaia Kantor.

(31) Jumiah tenaga fungsional tersebut ayat (30) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(32) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (29)
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(33) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fugas sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN BATAM

(n Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBPB)
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan
secara ferpadu dan berkesinambungan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
13 ayat (1), RSBPB menyelenggarakan fungsi .
a. Penyusunan rencana dan program kegiatan.
b. Pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik,
perawatan dan rujukan.
¢. Evaluasi dan penyusunan laporan.
d. Pelaksanaan adminstrasi umum dan keuangan.

(3) Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 10 terdiri dari :
a. Wakil Direktur Pelayanan Medik.
b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
c. Komite Medik dan Staf Medik Fungsional.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

{(4) Wakil Direktur Pelayanan Medik mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan, pelayanan medik, penunjang
medik, keperawatan, serta penelitian dan pengembangan
yang dilaksanakan dilingkungan RSBPB.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
13 ayat (4), Wakil Direktur Pelayanan Medik
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebutuhan tenaga medik dan paramedik,
obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk kebutuhan
difingkungan medik dan keperawatan,

b. Pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik,
keperawatan, penelitian dan pengembangan.

¢. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi
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(6)

(7)

(8)

(@)

(10)

(11)

terhadap semua pelaksanaan kegiatan teknis pelayanan
medik dan keperawatan.

Wakil Direktur Pelayanan Medik terdiri dari:
Bidang Pelayanan dan Keperawatan.
Bidang Penunjang Medik.

Instalasi Rawat Jalan.

instalasi Rawat Inap.

Instalasi Gawat Darurat,

Instalasi Bedah Sentral.

Instalasi Bayi dan Anak.

Instalasi Kamar Bersalin dan Perawatan Kebidanan.
instalasi Perawatan Intensif.

Instalasi Hemodialisa.

Instalasi Farmasi.

Instalasi Laboratorium.

. Instatasi Radiologi/rontgen.
instalasi Gizi.

Instalasi Baloi, BIDA dan Bandara.
Instalasi Pemulasaraan Jenazah.
instalasi Binatu/Medical Linen.
Instalasi Ambulans.

Instalasi Kamar Operasi.

WS QETOIITATTSQ MO Q0TE

Bidang Pelayanan Dan Keperawatan mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan medik dan keperawatan.

Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud Pasal
13 ayat (7), Bidang Pelayanan dan Keperawatan
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan bimbingan pelayanan medik
dan keperawatan, serta peningkatan keterampilan
petayanan medik dan keperawatan.

b. Penyusunan petunjuk teknis pelayanan medik dan
keperawatan serta peningkatan keterampilan pelayanan
medik dan keperawatan.

¢. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
medik dan keperawatan.

Bidang Pelayanan dan Keperawatan terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan Medik.
b. Seksi Keperawatan.

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana, bimbingan teknis,
petunjuk teknis peningkatan keterampilan pelayanan medik,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
medik.

Seksi Keperawatan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana, bimbingan teknis,
petunjuk teknis peningkatan keterampilan keperawatan
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keperawatan.
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebutuhan tenaga medis dan paramedis, obat,
bahan dan alat kesehatan di instalasi lingkungan medik dan
keperawatan serta rekam medik dan informasi medik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
13 ayat (12), Bidang Penunjang Medik menyelenggarakan
fungsi:

a. Penyusunan kebutuhan tenaga medis dan paramedis,
alat, obat-obatan dan atau bahan untuk kebutuhan
fasilitas pelayanan medis.

b. Pengeiolaan rekam medik dan informasi medik.

Bidang Penunjang Medik terdiri dari :
a. Seksi Sarana Medik.
b. Seksi Rekam Medik dan Informasi Medik.

Seksi Sarana Medik mempunyai tugas melakukan
penyiapan kebutuhan tenaga medis dan paramedis, alat,
obat-obatan dan atau bahan untuk kebutuhan fasilitas
pelayanan medis.

Seksi Rekam Medik Dan Informasi Medik mempunyai tugas
melakukan pengelolaan rekam medik dan informasi medik.

Instalasi Rawat Jalan adalah tempat untuk meiakukan
kegiatan pelayanan rawat jalan.

Instalasi Rawat Inap adalah adalah tempat untuk
melakukan kegiatan pelayanan rawat inap.

Instalasi Gawat Darurat adalah t{empat untuk melakukan
kegiatan pelayanan gawat darurat.

Instalasi Bedah Sentral adalah tempat untuk melakukan
kegiatan pelayanan bedah sentral.

Instalasi Bayi Dan Anak adalah tempat untuk melakukan
kegiatan pelayanan bayi dan anak.

instalasi Kamar Bersalin Dan Perawatan Kebidanan adalah
tempat untuk melakukan  kegiatan pelayanan kamar
bersalin dan perawatan kebidanan.

Instalasi Perawatan Instensif adalah tempat untuk
melakukan kegiatan pelayanan rawat instensif.

Instalasi Hemodialisa adalah tempat untuk melakukan
kegiatan pelayanan hemodialisa.

Instalasi Farmasi adalah tempat untuk melakukan
peracikan, penyediaan dan penyaluran obat-obatan dan
bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran,
alat perawatan dan alat kesehatan serta pelaksanaan
sterilisasi.

A

Halaman 18 dari 60 -~



(268) Instalasi Laboratorium adalah tempat untuk melakukan
kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium.

(27)  Instalasi Radiologi/Rontgen adalah tempat untuk melakukan
kegiatan pelayanan radiologi/rontgen.

(28) Instalasi Gizi adalah tempat untuk melakukan kegiatan
petayanan gizi.

(29) Instalasi Baloi Dan Bidan Serta Bandara adalah tempat
untuk melakukan kegiatan pelayanan didaerah Baloi dan
Kantor Badan Pengusahaan Batam serta Bandara.

(30) Instalasi Pemulasaraan Jenazah adalah tempat unfuk
melakukan kegiatan pelayanan pemulasaraan jenazah.

(31) Instalasi Binatu/Medical Linen adalah tempat untuk
melakukan kegiatan pelayanan linen (laundry) rumah sakit.

(32) Instalasi Ambulans adalah tempat untuk melakukan
kegiatan pelayanan ambulans.

(33) Instalasi Kamar Operasi adalah tempat untuk melakukan
kegiatan pelayanan kamar operasi.

(34) Wakil Direktur Umum Dan Keuangan mempunyai tugas
melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
dan keuangan.

(35) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
13 ayat (34), Wakil Direktur Umum dan Keuangan
menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi umum.

b. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan.

¢. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi
umum dan keuangan.

(36)  Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri dari:
a. Bagian Umum.
b. Bagian Keuangan.
c. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit,
d. Instalasi Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit.
e. Instalasi pendidikan dan latihan dan perpustakaan.

(37) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan,
penyusunan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan
rumah sakit serta pengelolaan Sistem Informasi Rumah
Sakit serta pelayanan informasi.

(38) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
13 ayat (37), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

| | &,’bé/
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b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan
perlengkapan.

¢c. Pelaksanaan penyusunan program jangka panjang
Rumah Sakit.

d. Pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit.

(39) Bagian Umum terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
b. Subbagian Perlengkapan dan Inventarisasi Aset.
c. Subbagian Perencanaan, Pengembangan SIRS dan
Layanan Informasi.

(40) Subbagian Tata Usaha Dan Kepegawaian mempunyai
fugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi,
mutasi, tata usaha kepegawaian dan kesejahteraan
pegawai.

(41) Subbagian Perlengkapan Dan Inventarisasi Aset
mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah
tangga dan perlengkapan.

(42) Subbagian Perencanaan, Pengembangan SIRS dan
Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perencanaan kegiatan, pengelolaan Sistem
Informasi Rumah Sakit serta pelayanan informasi.

{43) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan
administrasi keuangan.

(44) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
13 ayat (43), Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran

tahunan dan pelaksanaan administrasi perbendaharaan.

b. Pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan
verifikasi.

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana
anggaran fahunan dan administrasi perbendaharaan
serta laporan keuangan dan verifikasi.

d. Penyusunan rencana pendapatan.

e. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring piutang.

(45) Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Subbagian Anggaran.
b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
c. Subbagian Pendapatan dan Piutang.

(46) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran tahunan.

(47)  Subbagian Akuntansi Dan Verifikasi mempunyai tugas
melakukan pembukuan, penyusunan laporan Keuangan dan
verifikasi.

{48) Subbagian Pendapatan dan Piutang mempunyai iugas
melakukan penyusunan rencana pendapatan dan evaluasi
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dan monitoring piutang Rumah Sakit.

(49) instalasi Pemeliharan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit
adalah tempat penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit.

(50) Instalasi Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit adalah tempat
melakukan kegiatan sanitasi lingkungan dan limbah rumah
sakit,

(51) Instalasi Diklat Dan Perpustakaan adalah tempat untuk
melakukan pelayanan perpustakaan dan pendidikan dan
faithan.

(52) Instalasi adalah fasiltas penyelenggaraan pelayanan
pendidikan, pelatihan, penelitian, pengmebangan,
pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit serta
penunjang administrasi rumah sakit.

(53) Sefiap Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam
jabatan non struktural.

(54} Komite Medik adalah wadah non strukfural yang
keanggotaannya dipilih oleh wakil-wakil Staf Medik
Fungsional.

(65) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan
kepada Direktur dalam hal standar pelayanan medik,
pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medik, hak
klinis khusus kepada staf Medik Fungsional, program
pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan.

(56) Komite Medik memberikan pertimbangan kepada Direktur
tentang penerimaan tenaga medik untuk bekerja di RSBPB
dan bertanggung jawab atas pelaksanaan etika profesi.

(57) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Anggota
1/Deputi Bidang Pelayanan dan Promosi atas usulan
Direktur Rumah Sakit.

(58) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Rumah Sakit.

(69) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang
bekerja di bidang medik dalam jabatan fungsional.

(60) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit,
peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan,
pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

(61) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional
menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi

terkait.
ki G
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(62) Dalam melaksanakan {ugasnya Paramedis Fungsional
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Instalasi.

Penempatan paramedis non perawatan dilaksanakan oleh
Wakil Direktur Medik dan Keperawatan.

(63) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas di bidang
pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan
pelayanan terhadap pasien.

(64) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Non Medis yang
bekerja di Instalasi bertanggung jawab kepada Kepaia
Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian/Bidang Terkait.

(65) Tenaga Non Medis adaiah tenaga yang bertugas di bidang
pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan
pelayanan terhadap pasien.

{66) Penempatan Tenaga Non Medis dilakukan oleh Wakil
Direktur Umum dan Keuangan atas usulan Kepala
Bidang/Bagian terkait sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang bertaku,

(67) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan
non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan
fungsional.

(68) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga
fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(69) Kelompok Jabatan tersebut dipimpin oleh seorang tenaga
fungsionai senior yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit.

(70) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(71)  Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(72) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

) 1;“/}
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BAR 1
ANGGOTA 2/DEPUTI BIDANG BINA SARANA DAN PRASARANA
Fasal 14

Anggota 2/Deputi Bidang Bina Sarana dan Prasarana mempunyat
tugas menyelenggarakan pelaksanaan perencanaan teknik,
pembangunan sarana dan prasarana, pemukiman, lingkungan dan
Agribisnis, pengamanan, lalu lintas barang serta pengelolaan air
dan limbah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14,

Anggota 2/Deputi Bidang Bina Sarana dan Prasarana

menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan perencanaan teknik sarana dan prasarana

b. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana.

c. Pelaksanaan pengelolaan pemukiman, lingkungan dan
agribisnis;

d. Pelaksanaan pengamanan;

e. Pelaksanaan pelayanan lalu lintas barang;

f. Pelaksanaan pengelolaan air dan limbah.

Pasal 16

Anggota 2/Deputi Bidang Bina Sarana dan Prasarana sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 3 terdiri dari :

Direktorat Perencanaan Teknik;

Direktorat Pembangunan;

Direktorat Pemukiman, Lingkungan dan Balai Agribisnis;
Direktorat Pengamanan,;

Direktorat Lalu Lintas Barang;

Kantor Pengelotaan Air dan Limbah.

0 o0 Tw

Pasal 17
DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIK

(1)  Direktorat Perencanaan Teknik mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan perencanaan tata guna lahan
dan utilitas, perencanaan perhubungan dan perencanaan
lingkungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
17 ayat (1), Direktorat Perencanaan  Teknik
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan dan penyusunan rencana tata guna lahan,
tata bangunan dan sarana utilitas;

b. Penyiapan dan penyusunan rencana perhubungan darat,
perhubungan faut, dan perhubungan udara,

c. Penyiapan dan penyusunan rencana lingkungan hidup,
lingkungan sosial dan pemukiman serta pertamanan.

A
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3

(4)

®)

6

{7)

(8)

(9)

(10)

(11

(12)

Direktorat Perencanaan Teknik sebagaimana tercantum

dalam Lamgpiran 11 terdiri dari;

a. Sub Direktorat Perencanaan Tata Guna Lahan dan
Utilitas;

b. Sub Direktorat Perencanaan Perhubungan;

¢. Sub Direktorat Perencanaan Lingkungan.

Sub Direktorat Perencanaan Tata Guna Lahan Dan Utilitas
mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana dan
program tata guna lahan, tata bangunan, site plan dan
grading plan serta sarana utilitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
17 ayat (4), Sub Direktorat Perencanaan Tata Guna Lahan
dan Utilitas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan dan penyusunan rencana tata guna fahan;

b. Penyiapan dan penyusunan rencana tata bangunan,

c. Penyiapan dan penyusunan rencana sarana utilitas.

Sub Direktorat Perencanaan Tata Guna Lahan dan Ultilitas
terdiri dari:

a. Seksi Tata Guna Lahan;

b. Seksi Tata Bangunan,

c. Seksi Sarana Utilitas

Seksi Tata Guna Lahan mempunyai tugas melakukan
penyiapan dan penyusunan rencana kawasan, site plan, dan
grading plan, serta menerbitkan Sketsa Lokasi.

Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melakukan
penyiapan dan penyusunan peraturan, ketentuan tata
bangunan dan menerbitkan Fatwa Planologi.

Seksi Sarana Utilitas mempunyai tuas melakukan penyiapan
dan penyusunan rencana prasarana dan sarana utilitas.

Sub Direktorat Perencanaan Perhubungan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana dan
program prasarana dan sarana perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

17 ayat (10), Sub Direktorat Perencanaan Perhubungan

rmenyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan dan penyusunan rencana prasarana dan
sarana perhubungan darat

b. Penyiapan dan penyusunan rencana prasarana dan
sarana perhubungan laut

c. Penyiapan dan penyusunan rencana prasarana dan
sarana perhubungan udara.

Sub Direktorat Perencanaan Perhubungan terdiri dari:
a. Seksi Perhubungan Darat;

b. Seksi Perhubungan Laut;

c. Seksi Perhubungan Udara.
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(13) Seksi Perhubungan Darat mempunyai tugas melakukan
penyiapan dan penyusunan rencana prasarana dan sarana
jalan, jembatan, rel kereta api, dan bangunan pelengkap
lainnya.

(14) Seksi Perhubungan Laut mempunyai tugas melakukan
penyiapan dan penyusunan rencana prasarana dan sarana
pelabuhan, dermaga, terminal, jetty, ponton, peralatan
navigasi, pengerukan dan bangunan pelengkap iainnya.

(15) Seksi Perhubungan Udara mempunyai tugas melakukan
penyiapan dan penyusunan rencana prasarana dan sarana
bandar udara, landasan, apron, terminal, peralatan navigasi
dan bangunan pelengkap lainnya.

(16) Sub Direkiorat Perencanaan Lingkungan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program
lingkungan dan pemukiman dan pertamanan.

(17) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
17 ayat (16), Sub Direktorat Perencanaan Lingkungan
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan dan penyusunan rencana lingkungan hidup;

b. Penyiapan dan penyusunan rencana lingkungan sosial
dan pemukiman;

¢c. Penyiapan dan penyusunan rencana dan penataan
pertamanan.

(18) Sub Direktorat Perencanaan Lingkungan terdiri dari:
a. Seksi Lingkungan Hidup;
b. Seksi Lingkungan Sosial dan Pemukiman,
c. Seksi Perencanaan Pertamanan

(19) Seksi Lingkungan Hidup mempunyai fugas melakukan
penyiapan dan penyusunan studi dan rencana, peraturan
dan ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

{20) Seksi Lingkungan Sosial Dan Pemukiman mempunyai tugas
melakukan penyiapan dan penyusunan studi dan rencana
yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan pemukiman.

(21) Seksi Perencanaan Pertamanan mempunyai tugas
melakukan penytapan dan penyusunan rencana dan
penataan pertamanan serta penghijauan.

Pasal 18
DIREKTORAT PEMBANGUNAN
(1)  Direktorat Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan
dan mengawasi pelaksanaan pembangunan prasarana dan
sarana, rencana pengembangan dan pelayanan kerjasama

usaha serta melakukan koordinasi dengan unit kerja /
lembaga terkait lainnya.
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(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
18 ayat (1), Direktorat Pembangunan menyelenggarakan
fungsi:

a. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana,

b. Pelaksanaan pengawasan pembangunan sarana dan
prasarana.

¢. Pelaksanaan penyiapan rencana pengembangan dan
pelaksanaan pelayanan kerjasama usabha.

d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/lembaga
terkait lainnya.

(3) Direktorat Pembangunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 12 terdiri dari
a. Sub Direktorat Bangunan Gedung dan Bangunan Air.
b. Sub Direktorat Jalan, Jembatan, Bandara, Utilitas dan
Pematangan Lahan.
¢. Sub Direktorat Pengembangan Usaha.

(4) Sub Direktorat Bangunan Gedung dan Bangunan Air
mempunyai tugas melaksanakan dan pengawasan
pembangunan bangunan gedung, mekanikal dan elektrikal
serta dam dan waduk serta bangunan pelabuhan,

(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
18 ayat (4), Sub Direktorat Bangunan Gedung dan
Bangunan Air menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung, dam,
waduk dan bangunan pelabuhan;

b. Pelaksanaan pengawasan pembangunan bangunan
gedung, dam, waduk dan bangunan pelabuhan;

c. Pelaksanaan koordinasi dengan unit keria/lembaga
terkait lainnya.

(6) Sub Direktorat Bangunan Gedung dan Bangunan Air terditi
dari :
a. Seksi Bangunan Gedung dan Mekanikal Elektrikal.
b. Seksi Waduk.
¢. Seksi Bangunan Pelabuhan Laut.

(7) Seksi Bangunan Gedung dan Mekanikal Elektrikal
melaksanakan tugas melakukan kegiatan pelaksanaan
pembangunan dan penilaian bangunan dari segi persyaratan
mekanikal dan elektrikal serta pengawasan pembangunan.

(8) Seksi Waduk mempunyai tugas melaksanakan dan
mengawasi pembangunan bangunan dam dan waduk.

(9) Seksi Bangunan Pelabuhan mempunyai tugas
melaksanakan dan mengawasi pembangunan bangunan
pelabuhan laut.

(10) Sub Direktorat Jalan, Jembatan, Bandara, Utilitas dan
Pematangan Lahan mempunyai tugas melaksanakan dan
mengawasi pembangunan prasarana jalan, jembatan,
bandara, jaringan drainase dan utilitas serta pematangan

lahan.
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(11)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
18 ayat (10), Sub Direktorat Jalan, Jembatan, Bandara,
Utilitas dan Pematangan Lahan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana
jalan, jembatan dan bangunan Bandar udara.

b. Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan jaringan
drainase dan utilitas.

c. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan pembukaan dan pematangan lahan untuk
mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi.

(12) Sub Direktorat Jalan, Jembatan, Bandara, Utilitas dan
Pematangan Lahan terdiri dari :
a. SeksiJalan, Jembatan dan Bandara.
b. Seksi Jaringan Drainase dan Utilitas.
c. Seksi Pematangan Lahan.

(13) Seksi Jalan, Jembatan dan Bandara mempunyai tugas
melakukan pembangunan dan pengawasan pembangunan
jalan, jembatan, bangunan Bandar udara dan bangunan
pelengkap lainnya, pemberian ijin pemakaian jalan dan
jembatan yang berkaitan dengan kegiatan proyek dan
pemindahan tanah termasuk kendaraan bermuatan yang
tidak standar.

(14) Seksi Jaringan Drainase dan Utilitas mempunyat tugas
melakukan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
jaringan drainase, jaringan listrik, gas dan telekomunikasi.

(15) Seksi Pematangan Lahan mempunyai tugas melaksanakan
pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembukaan
dan pematangan lahan untuk mencegah terjadinya erosi dan
sedimentasi.

(16) Sub Direktorat Pengembangan dan Kerjasama Usaha
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana
pengembangan dan pelaksanaan pelayanan kerjasama
usaha dan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.

(17) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
18 Ayat (16), Sub Direktorat Pengembangan dan Kerjasama
Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan perencanaan pengembangan usaha.
b. Pelaksanaan pelayanan kerjasama usaha.

(18} Sub Direktorat Pengembangan Usaha terdiri dari ;
a. Seksi Pengembangan Usaha.
b. Seksi Pelayanan dan Kerjasama Usaha.

(19) Seksi Pengembangan Usaha melakukan tugas perencanaan
dan penyiapan pengembangan usaha.

(20) Seksi Pelayanan dan Kerjasama Usaha melakukan tugas
pelaksanaan pelayanan kerjasama usaha.
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Pasal 19

DIREKTORAT PEMUKIMAN, LINGKUNGAN DAN
BALAI AGRIBISNIS

(1)  Direktorat Pemukiman, Lingkungan dan Balai Agribisnis
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah susun,
pemukiman dan balai agribisnis serta melakukan koordinasi
dengan unit kerja / lembaga terkait.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
19 ayat (1), Direktorat Pemukiman, Lingkungan dan Balai
Agribisnis menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pengelolaan rumah susun.
b. Pelaksanaan pengelolaan pemukiman.
c. Pelaksanaan pengelolaan balai agribisnis.

(3) Direktorat Pemukiman, Lingkungan dan Balai Agribisnis
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13 terdiri dari:
a. Sub Direktorat Pengelolaan Rumah Susun.
b. Sub Direktorat Pengelolaan Pemukiman,
c. Sub Direktorat Balai Agribisnis.

{4y  Sub Direktorat Pengelolaan Rumah Susun mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pengelolaan, monitoring dan
evaluasi rumah susun.

(5)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
19 ayat (4), Sub Direktorat Pengelolaan Rumah Susun
menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan rumah susun.
b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan rumah
susun.

(8)  Sub Direktorat Penyiapan Pengelolaan Rumah Susun terdiri
dari :
a. Seksi Pengelolaan Rumah Susun.
b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Rumah Susun.

{7) Seksi Pengelolaan Rumah Susun mempunyai tugas
melakukan  pengelolaan  Rumah  Susun,  meliputi
perencanaan, pemeliharaan dan pengoperasian serta
pengamanan.

(8) Seksi Monitoring dan Evaluasi Rumah Susun mempunyai
tugas melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan
rumah susun.

(9)  Sub Direktorat Pengelolaan Pemukiman mempunyai tugas
melaksanakan monitoring infrastruktur dan pemukiman,
penghijauan dan pemeliharaan taman kota, hijau lingkungan
dan penataan reklame.

oy 6
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(16)

(17)

(18)

(19)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 19 ayat
(9, Sub Direktorat Pengelolaan Pemukiman
menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan monitoring perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan infrastruktur, pemukiman dan Kavling Siap
Bangun.

b. Pelaksanaan dan penataan penghijauan dan penerangan
taman kota sesuai rencana tata kota.

¢. Penentuan tata letak dan estetika melalui pemberian ijin
pemasangan reklame.,

Sub Direktorat Pengelolaan Pemukiman terdiri dari :
a. Seksi Monitoring Infrastrukiur dan Pemukiman.
b. Seksi Penghijauan, Pertamanan dan Penataan Reklame.

Seksi Monitoring Infrastruktur dan Pemukiman mempunyai
tugas melakukan pemantauan, penyiapan perencanaan
infrastruktur pemukiman dan pengurusan administrasi
Kavling Siap Bangun.

Seksi Penghijauan, Pertamanan dan Penataan Reklame
mempunyai tugas melakukan penataan, penghijauan dan
pemeliharaan serta penerangan taman kota dan penataan
tfetak dan estetika melalui pemberian ljin Pemasangan
Reklame sesuai rencana tata kota.

Sub Direktorat Balai Agribisnis mempunyai tugas
melaksanakan pengelotaan dan pengusahaan industri
pertanian terpadu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

19 ayat (15), Sub Direktorat Balai Agribisnis

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan produksi
dan pengusahaan industri pertanian terpadu.

b. Pelaksanaan pemasaran, pelayanan jasa agribisnis dan
pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana
produksi.

Sub Direkiorat Balai Agribisnis terdiri dari :
a. Seksi Produksi.
b. Seksi Pemasaran.

Seksi Produksi Dan Pemasaran mempunyai  tugas
melakukan pengelolaan sarana dan prasarana produksi
agribisnis.

Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan pemasaran
serta pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan.
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Pasal 20
DIREKTORAT PENGAMANAN

(1) Direktorat Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan sistem dan pelaksanaan pengamanan
lingkungan dan hutan, instalasi dan aset, penanggulangan
bahaya kebakaran di wilayah kerja Badan Pengusahaan
Batam serta melakukan koordinasi dengan unit kerja /
lembaga terkait.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
20 ayat (1), Direktorat Pengamanan menyelenggarakan
fungsi:

a. Penyusunan sistem dan pelaksanaan pengamanan
lingkungan dan hutan.

b. Pengamanan instalasi dan aset Otorita Batam.

¢. Koordinasi dan pelaksanaan penangguiangan bahaya
kebakaran dan bencana lainnya.

d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit keria / lembaga
terkait.

(3) Direktorat Pengamanan sebagaimana tercantum daiam
L.ampiran 14 terdiri dari :
a. Sub Direktorat Pengamanan Lingkungan dan Hutan.
b. Sub Direktorat Pengamanan Instalasi dan Aset.
¢. Sub Direktorat Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

(4) Sub Direktorat Pengamanan Lingkungan dan Hutan
mempunyai tugas mefaksanakan pembinaan, penyuiuhan,
penindakan dan pengaman lingkungan dan hutan serta
membantu pelaksanaan ketertiban umum,

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
20 ayat (4), Sub Direktorat Pengamanan Lingkungan dan
Hutan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan sistem pengamanan
lingkungan dan hutan.

b. Penyiapan pembinaan penyuiuhan, penindakan dan
membantu pelaksanaan ketertiban umum.

c. Pengamanan gangguan dan kerusakan lingkungan dan
hutan.

d. Pelaksanaan penertiban rumah liar dan kegiatan
bermasalah lainnya.

(6) Sub Direktorat Pengamanan Lingkungan terdiri dari
a. Seksi Pengamanan Lingkungan.
b. Seksi Pengamanan Hutan.

(7) Seksi Pengamanan Lingkungan mempunyai tugas
melakukan pengamanan lingkungan, penyuluhan,
penindakan dan membantu pelaksanaan ketertiban umum,
terhadap ancaman dan gangguan kerusakan lingkungan
hidup, penambangan bahan galian, penertiban rumah liar
serta kegiatan lainnya di wilayah kerja Badan Pengusahaan

Batam.
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{8) Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas melakukan
pengamanan hutan, penyulithan, penindakan dan membantu
pelaksanaan ketertiban umum terhadap gangguan kawasan
hutan di wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam.

(9) Sub Direktorat Pengamanan Instalasi dan Aset mempunyai
tugas melaksanakan pengamanan terhadap gangguan dan
ancaman kerusakan terhadap instalasi dan aset Badan
Pengusahaan Batam.

(11) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
20 ayat (10), Sub Direkiorat Pengamanan I[nstalasi dan Aset
menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pengamanan Instalasi.
b. Pelaksanaan pengamanan bangunan dan aset.
c. Pelaksanaan adminisirasi dan operasional pengamanan,

(12) Sub Direkiorat Pengamanan Instalasi dan Aset terdiri dari
a. Seksi Pengamanan Instalasi.
b. Seksi Pengamanan Bangunan dan Aset.
¢. Seksi Administrasi dan Operasional Pengamanan,.

(13) Seksi Pengamanan Instalasi mempunyai tugas melakukan
pengamanan gangguan dan kerusakan instalasi Badan
Pengusahaan Batam.

(14) Seksi Bangunan dan Aset mempunyai tugas melakukan
pengamanan bangunan dan aset Badan Pengusahaan
Batam.

(15) Seksi  Administrasi dan  Operasional Pengamanan
mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha personil dan
kebutuhan operasional pengamanan yang meliputi logistik,
angkutan, inventarisasi aset serta penyusunan rencana kerja
dan anggaran Direktorat Pengamanan.

(16) Sub Direktorat Penanggulangan Bahaya Kebakaran
mempunyai  tugas  melaksanakan  koordinasi  dan
penanggulangan bahaya kebakaran, bencana lainnya serta
penyuluhan dan pemberian sertifikasi kelaikan sistem
penanggulangan bahaya kebakaran.

(17) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
20 ayat (16), Sub Direktorat Penangguiangan Bahaya
Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan sistem penanggulangan
bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

b. Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran dan
bencana lainnya.

c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bahaya
kebakaran dan bencana lainnya.

d. Penyuluhan dan  pemberian  sertifikasi  sistem
penanggulangan bahaya kebakaran.
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(18) Sub Direktorat Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri
dari :
a. Seksi Penanggulangan.
b. Seksi Pencegahan dan Keselamatan Kerja.

(19) Seksi Penanggulangan mempunyai tugas penanggulangan
bahaya kebakaran dan bencana lainnya, serta melakukan
penelitian sebab-sebab kebakaran.

(20) Seksi Pencegahan Dan Keselamatan Kerja mempunyai
tugas melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis
pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat, instansi,
pabrik dan badan usaha lainnya serta menyiapkan
pemberian sertifikasi kelaikan sistem penanggulangan
bahaya kebakaran.

Pasal 21
DIREKTORAT LALU LINTAS BARANG

(1) Direktorat Lalu Lintas Barang mempunyai tugas meiakukan
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian
layanan industri, perdagangan serta melakukan monitoring
dan pelaporan perdagangan dan industri di wilayah kerja
Badan Pengusahaan Batam.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
21 ayat (1), Direktorat Lalu Lintas Barang menyelenggarakan
fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian layanan usaha
dibidang perindustrian skala besar dan skaia kecil.

b. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian layanan usaha
dibidang perdagangan dalam dan luar negeri.

c. Pelaksanaan pembinaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan perdagangan dan industri,

(3) Direktorat Lalu Lintas Barang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 15 terdiri dari :
a. Sub Direktorat Industri.
b. Sub Direktorat Perdagangan.
c. Sub Direktorat Monitoring dan Pelaporan Perdagangan
dan Industri.

(4) Sub Direktorat Industri mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pembinaan dan pemberian layanan usaha
dibidang perindustrian.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
21 ayat (4), Sub Direktorat industri menyelenggarakan
fungsi
a. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan
teknis dibidang pengembangan industri skala besar.

b. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan
teknis dibidang pengembangan industri skala kecil dan
menengah.

(f:)
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{8) Sub Direktorat Industri terdiri dari :
a. Seksi Industri Skaia Besar.
b. Seksi Industri Skala Kecil dan Menengah.

(7y Seksi Industri Skala Besar mempunyai tugas menyiapkan
bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dibidang
pengembangan industri skala besar, analisa teknis uniuk
memberikan rekomendasi dan perifinan dibidang industri
KPBPB Batam

(8) Seksi Industri Skala Kecil mempunyai tugas menyiapkan
bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dibidang
pengembangan industri skala kecil, analisa teknis untuk
memberikan rekomendasi dan petijinan dibidang industri
KPBPB Batam dan mengelola laboratorium.

(9) Sub Direktorat Perdagangan mempunyai  tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian
layanan usaha dibidang perdagangan.

(10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
21 ayat (9), Sub Direktorat Perdagangan menyelenggarakan
fungsi ;

a. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan
teknis dibidang perdagangan barang industri.

b. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan
teknis dibidang perdagangan barang konsumsi.

(11) Sub Direktorat Perdagangan terdiri dari :
a. Seksi Barang Industri.
b. Seksi Barang Konsumsi.

{12) Seksi Barang Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dibidang
perdagangan barang industri.

(13) Seksi Barang Konsumsi mempunyai tugas menyiapkan
bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dibidang
perdagangan barang konsumsi.

(14) Sub Direktorat Monitoring Dan Pelaporan Perdagangan Dan
industri mempunyai tugas melaksanakan maonitoring,
evaluasi dan pelaporan perdagangan dan industri.

(15) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
21 ayat (14), Sub Direktorat Monitoring dan Pelaporan
Perdagangan dan Industri menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan verifikasi lapangan.

b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
perdagangan.

¢. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan industri,

&
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(16)

(17)

(18)

(1)

(2)

(3)

6

(6)

Sub Direktorat Monitoring dan Pelaporan Perdagangan dan
industri terdiri dari :

a. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perdagangan.
b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Industri.

Seksi Monitoring, Evaiuasi Dan Pelaporan Perdagangan
mempunyai tugas menyiapkan bahan monitoring, evaluasi
dan pelaporan realisasi Perdagangan.

Seksi Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Industri
mempunyai tugas menyiapkan bahan monitoring, evaluasi
dan pelaporan realisasi Industri.

Pasai 22
KANTOR PENGELOLAAN AIR DAN LiMBAH

Kantor Pengelolaan Air dan Limbah mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan jasa air dan
limbah di wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam.

Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

22 ayat (1), Kantor Pengelolaan Air dan Limbah

menyelenggarakan fungsi ;

a. Pelaksanaan urusan pengeiolaan dan pengamanan
waduk dan daerah tangkapan air.

b. Pelaksanaan urusan pengelolaan air bersih.

¢. Pelaksanaan urusan pengelolaan limbah.

d. Pelaksanaan urusan administrative, pendapatan dan
pelayanan pelanggan pada Kantor Pengelolaan Air dan
Limbah.

Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 16 terdiri dari :

a. Bagian Administrasi.

b. Bidang Pengelolaan Alr.

c. Bidang Pengelolaan Waduk.

d. Bidang Pengelolaan Limbah.

Bagian Adminstrasi mempunyai tugas melaksanakan
urusan ketatausahaan, administrasi pendapatan dan
pelayanan pelanggan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

22 ayat (4), Bagian Administrasi mempunyai fungsk:

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

b. Pelaksanaan urusan administrasi pendapatan dan
pelayanan pelanggan.

Bagian Adminisirasi terdiri dari

a. Subbagian Tata Usaha.

b. Subbagian Administrasi Pendapatan dan Pelayanan
Pelanggan.
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(7) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan  surat  menyurat, Kepegawaian, Keuangan,
perlengkapan dan rumah tangga serta inventarisasi aset.

(8) Subbagian Administrasi Pendapatan dan Pelayanan
Pelanggan mempunyai  fugas melakukan  urusan
administrasi pendapatan dan piutang serta melakukan
urusan administrasi pelayanan pelanggan.

(9) Bidang Pengelolaan  Waduk  mempunyai  tugas
melaksanakan monitoring dan evaluasi, pemeliharaan dan
pengamanan daerah tangkapan air.

(10) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud Pasal
22 Ayat (9), Bidang Pengelolaan Waduk menyelenggarakan
fungsti :

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi waduk.
b. Pelaksanaan pengeloiaan, pemeliharaan dan
pengamanan waduk.

{(11) Bidang Pengelolaan Waduk terdiri dari :
a. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
b. Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Waduk

(12) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas
melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan waduk.

(13) Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Waduk mempunyai
tugas melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan
waduk dan daerah tangkapan air.

(14) Bidang Pengelolaan Air mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan dan pemantauan pelayanan air baku dan air
bersih.

(15) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
22 Ayat (14), Bidang Pengelolaan Air menyelenggarakan
fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan air baku dan air bersih.

b. Pelaksanaan pemantauan pelayanan air baku dan air
bersih.

c. Pelaksanaan evaluasi pelayanan air baku dan air bersih.

(16) Bidang Pengelolaan Air terdiri dari :
a. Seksi Air Baku dan Air Bersih.
b. Seksi Program dan Evaluasi Air.

(17)  Seksi Air Baku Dan Air Bersih mempunyai tugas melakukan
pengelolaan dan pemantauan air bersih dan air baku,

(18) Seksi Program dan Evaluasi Air mempunyai tugas

meiakukan perencanaan program dan evaluasi datam
pengelolaan dan pemantauan air bersih dan air baku.
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(19) Bidang Pengelolaan Limbah  mempunyai  tugas
melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pengoiahan limbah.

(20) Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud Pasal
22 ayat (19), Bidang Pengelolaan Limbah
menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pengelclaan limbah domestik.

h. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pengolahan {imbah bahan beracun dan
berbahaya (B3).

(21) Bidang Pengelolaan Limbah terdiri dari
a. Seksi Limbah Domestik
b. Seksi Limbah B3.

(22) Seksi Limbah Domestik mempunyai tugas melakukan
pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pengolahan limbah domestik.

(23) Seksi Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya mempunyai
tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana pengolahan limbah bahan beracun dan
berbahaya.

(24)  Kelompok Jabatan Fungsional adalah terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

(25) Kelompok Jabatan tersebut ayat (24) dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

(26) Jumlah Tenaga fungsional tersebut ayat (25) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(27) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (26)
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

(28) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
ANGGOTA 3/DEPUT! BIDANG ADMINISTRAS! DAN PROGRAM

Pasal 23

Anggota 3/Deputi Bidang Administrasi dan Program mempunyai
tugas menyelenggarakan, membina dan melaksanakan kegiatan di
bidang perencanaan program, penelitian dan pengembangan,
umum, kepegawaian, anggaran dan Keuangan, tata usaha, arsip
dan dokumentasi serta protokol.

Halaman 36 dari 60 &" % &



Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23,
Anggota  3/Deputi Bidang  Administrasi dan  Program
menyelenggarakan fungsi :

a.

Pembinaan, pelaksanaan dan perumusan rancangan
perencanaan program pengembangan wilayah, pemetaan,
penyusunan program rutin dan pembangunan serta dan
penelitian serta pengembangan.

Pembinaan, pelaksanaan dan perumusan rencana kegiatan
umum,

Pembinaan, pelaksanaan dan perumusan rencana kegiatan
kepegawaian.

Pembinaan, pelaksanaan dan perumusan rencana anggaran
dan keuangan.

Pembinaan, pelaksanaan dan perumusan rencana tata usaha,
arsip dan dokumentasi serta protokol.

Pasal 25

Anggota 3/Deputi Bidang Administrasi dan Program sebagaimana
tercanium dalam Lampiran 4 terdiri dari ;

a.

b
c.
d.
e

Biro Perencanaan Program dan Lithang;
Biro Umum;

Biro Kepegawaian;

Biro Keuangan,

Biro Sekretariat dan Protokol.

Pasal 26

BIRO PERENCANAAN PROGRAM,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

(1)  Biro Perencanaan Program, Penelitian dan Pengembangan

mempunyai tugas menyiapkan, dan melaksanakan
perencanaan wilayah, perencanaan program dan anggaran
serta penelitian dan pengembangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

26 ayat (1), Biro Perencanaan Program dan Litbang

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan dan Penyusunan Rencana Tata Ruang
Pengembangan Wilayah Strategis Nasional Batam.

b. Penyiapan dan penyusunan rencana dan pelaksanaan
pemetaan wilayah pengembangan strategis.

¢. Penyiapan dan penyusunan rencana program dan
anggaran.

d. Penyiapan dan penyusunan rencana penelitian
pengembangan sarana, prasarana dan investasi.

(3) Biro Perencanaan Program dan Litbang sebagaimana

tercantum dalam Lampiran 17 terdiri dari :

a. Bagian Perencanaan Wilayah;

b. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;
c. Bagian Penelitian dan Pengembangan.
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(4) Bagian Perencanaan Wilayah mempunyai tugas
menyiapkan dan  menyusun Rencana Tata Ruang
Pengembangan Wilayah Strategis Nasional Batam,
menyusun  dan  melaksanakan Pemetaan Wilayah
Pengembangan Strategis.

(5) Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
26 ayat (4), Bagian Perencanaan Wilayah mempunyai
fungsi:

a. Penyiapan dan Penyusunan Rencana Tata Ruang
Pengembangan Wilayah Strategis Batam.

b. Penyiapan dan Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Pengembangan Wilayah Strategis Batam.

¢. Penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan rencana
Pemetaan Wilayah Pengembangan Stirategis Nasional
Batam.

d. Penyiapan dan penyusunan pola pengembangan
wilayah.

(6) Bagian Perencanaan Wilayah terdiri dari :
a. Subbagian Pengembangan Wilayah.
b. Subbagian Pemetaan.

(7) Subbagian Pengembangan Wilayah mempunyai tugas
melakukan penyiapan dan penyusunan rencana umum tata
ruang pengembangan wilayah strategis dan rencana detail
tata ruang kawasan pengembangan strategis.

(8) Subbagian Pemetaan mempunyai tugas melakukan
kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan iokasi sesuai
rencana tata ruang wiayah strategis dan menyusun pola
pengembangan tata ruang.

(9) Bagian Perencanaan Program Dan Anggaran mempunyai
tugas melakukan penyiapan dan penyusunan program dan
anggaran rutin pembangunan.

(10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
26 ayat (9), Bagian Perencanaan Program dan Anggaran
mempunyai fungsi:

a. Penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis Bisnis.

b. Penyiapan dan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran
(RBA) Tahunan.

c. Mengkaji dan menelaah wusulan Rencana Bisnis
Anggaran {RBA) Tahunan unit kerja.

d. Penyiapan dan penyusunan harga standar pekerjaan,

e. Penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

(11) Bagian Perencanaan Program dan Anggaran terdiri dari :
a. Subbagian Perencanaan Program,
b. Subbagian Perencanaan Anggaran.

(12) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan, penyusunan dan moitoring
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pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis
Anggaran (RBA) Tahunan, mengkaji dan menelaah usulan
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan unit kerja.

(13) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana Kerja
Anggaran serta menyusun harga standar/patokan
pekerjaan.

(14) Bagian Penelitian Dan Pengembangan mempunyai tugas
menyiapkan dan melaksanakan rencana penelitian dan
pengembangan sarana, prasarana dan investasi.

(158) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
26 ayat (14), Bagian Penelitian dan Pengembangan
mempunyai fungst:

a. Penyiapan dan penyusunan Rencana Penelitian dan
Pengembangan sarana dan prasarana;

b. Mengkaji dan menelaah hasil penelitian dan
pengembangan sarana dan prasarana.

¢. Penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan Rencana
Penelitian dan Pengembangan Investasi.

d. Mengkaji dan menelaah hasil penelitian dan
pengembangan investasi.

(16) Bagian Penelitian dan Pengembangan terdiri dari
a. Subbagian Penelitian dan Pengembangan Sarana dan
Prasarana;
b. Subbagian Penelitian dan Pengembangan Investasi.

(17) Subbagian Penelitian Dan Pengembangan Sarana Dan
Prasarana mempunyai tugas merencanakan dan
melaksanakan penelitian dan pengembangan sarana dan
prasarana serta mengkaji dan menelaah hasil penelitian
dan pengembangan.

(18) Subbagian Penelitian Dan Pengembangan Investasi
mempunyai  tugas menyiapkan, merencanakan dan
melaksanakan penelitian dan pengembangan investasi
serta mengkaji dan menelaah hasil penelitian dan
pengembangan investasi.

Pasal 27
BIRO UMUM

(1) Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
kerumahtanggaan, perlengkapan dan peralatan, kerjasama
dan bantuan hukum serta organisasi tata laksana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1), Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan
pemeliharaan;
b. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan peralatan;
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(9)
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(11)

(12)

c. Pelaksanaan urusan kerjasama dan bantuan hukum
seria organisasi tata laksana;

Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran 18
terdiri dari :

a. Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan,

b. Bagian Perlengkapan dan Peralatan;

¢. Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana;

Bagian Rumah Tangga Dan Pemeliharaan mempunyai
tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pelayanan
umum, pengelolaan dan pemeliharaan asset serta
pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

27 ayat (4), Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan

menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan rencana pengadaan kebutuhan rumah
tangga, angkutan, akomodasi dan keamanan dalam,;

b. Pelaksanaan pemeliharaan aset.

c. Pelaksanaan pengelolaan aset.

Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan terdiri dari :
a. Subbagian Rumah Tangga

b. Subbagian Pemeliharaan Aset

¢. Subbagian Pengelolaan Aset

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan
urusan pengadaan kebutuhan rumah tangga, angkutan,
akomodasi, dan keamanan dalam.

Subbagian  Pemeliharaan Aset mempunyai tugas
melakukan urusan pemeliharaan aset.

Subbagian Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan
urusan pengelolaan aset, meliputi pencatatan, administrasi,
keuangan.

Bagian Perlengkapan Dan Peralatan mempunyai tugas
melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan aset serta
pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

27 ayat (10), Bagian Perlengkapan dan Peralatan

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian aset;

b. Pelaksanaan urusan inventarisasi dan penghapusan
aset serta pelaporan.

Bagian Perlengkapan dan Peralatan terdiri dari :

a. Subbagian Pengadaan.
b. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan Aset.
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(2)

Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian aset.

Subbagian  Inventarisasi dan  Penghapusan  Aset
mempunyai  tugas  melakukan  inventarisasi  dan
penghapusan aset serta petaporan.

Bagian Hukum, Organisasi Dan Tata Laksana mempunyai
tugas melaksanakan telaahan, perancangan dan menyusun
perundang-undangan, bantuan hukum dan klaim serta
analisis organisasi dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

27 ayat (15), Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan telaahan, perancangan dan penyusunan
peraturan dan perikatan .

b. Pemberian bantuan hukum dan kiaim serta dokumentasi
hukum;

c. Pelaksanaan analisis organisasi dan tata laksana.

Bagian Hukum, Organisasi dan Tata L.aksana terdiri dari
a. Subbagian Peraturan dan Perikatan.

b. Subbagian Bantuan Hukum,

c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Subbagian Peraturan Dan Perikatan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan telaahan, perancangan dan
penyusunan peraturan perikatan.

Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan bantuan hukum dan kiaim seria
dokumentasi hukum.

Subbagian Organisasi Dan Tata Laksana mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan analisis organisasi dan tata
laksana.

Pasal 28

BIRO KEPEGAWAIAN

Biro Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan
melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan evaluasi
kepegawaian, pelaksanaan persiapan urusan mutasi dan
ketata usahaan, serta kegiatan pengembangan dan
kerjasama pendidikan/pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

28 ayat (1), Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi

a. Penyusunan rencana dan evaluasi kepegawaian;

b. Pelaksanaan urusan mutasi pegawai dan
ketatausahaan kepegawaian,

c. Pelaksanaan pengembangan pegawai dan kerjasama
pendidikan dan pelatihan.
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(3) Biro Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran
19 terdiri dari
a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kepegawaian;
b. Bagian Mutasi dan Tata Usaha Kepegawaian,
c. Bagian Pengembangan Pegawai.

(4) Bagian Perencanaan Dan Evaluasi Kepegawaian
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan
kebutuhan, pengadaan, penempatan pegawali serta
evaluasi kepegawaian.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
28 ayat (4), Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Kepegawaian rnenyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan
pegawati dan pengadaan pegawai;
b. Penyiapan bahan evaluasi kepegawaian

(6) Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kepegawaian terdiri dari;
a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Evaluasi.

(7) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan
pengadaan pegawai.

(8) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penataan peraturan kepegawaian, disiplin
pegawai, administrasi penghargaan pegawai, dan evaluasi
kepegawaian.

(9) Bagian Mutasi Dan Tata Usaha Kepegawaian mempunyai
tugas rnelaksanakan penyiapan penetapan mutasi pegawai
dan tata usaha kepegawaian.

(10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
28 ayat (9), Bagian Mutasi dan Tata Usaha Kepegawaian
melaksanakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penetapan mutasi pegawai;
b. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian.

(11) Bagian Mutasi dan Tata Usaha Kepegawaian terdiri dari :
a. Subbagian Mutasi Pegawai;
b. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian.

(12) Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penetapan pengangkatan, kepangkatan,
pemindahan, pemberhentian, pensiun dan administrasi
mutasi pegawai.

(13) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan penyiapan dan pelaksanaan tata usaha
kepegawaian, data dan informasi pegawai, rumah tangga
kepegawaian, serta kesejahteraan pegawai.

Halaman 42 dari 60 M 0.9/ é (/7
v



(14) Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana  pengembangan
pegawai dan kerjasama pendidikan dan pelatihan pegawai.

(15) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
28 ayat (14), Bagian Pengembangan Pegawai

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan
pegawai;

b. Pelaksanaan urusan kerjasarna pendidikan dan
pelatihan.

(16) Bagian Pengembangan Pegawai terdiri dari:
a. Subbagian Analisa Kebutuhan;
b. Subbagian Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan.

(17)  Subbagian Analisa Kebutuhan mempunyai tugas meakukan
penyiapan dan rnelaksanakan program penataan
kebutuhan pengembangan pegawai.

(18) Subbagian Kerjasama Pendidikan Dan  Pelatihan
mempunyai tugas melakukan urusan kerjasama pendidikan
dan pelatihan pegawai.

Pasal 29
BIRO KEUANGAN

(1) Biro Keuangan mempunyai tugas membina, melaksanakan
dan merumuskan rencana anggaran dan pendapatan,
pengelolaan perbendaharaan dan inventarisasi, serta
verifikasi dan pembukuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1), Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan
pendapatan;
b. Pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan
inventarisasi ;
¢. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pembukuan;

(3) Biro Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 20
terdiri dari:
a. Bagian Anggaran,;
b. Bagian Perbendaharaan dan Inventarisasi;
¢. Bagian Verifikasi dan Pembukuan;

(4) Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan dan penyusunan rencana anggaran dan rencana
pendapatan, serta pemantauan dan evaluasi anggaran rutin
dan pembangunan.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
29 ayat (4), Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana anggaran,

b. Penyusunan rencana pendapatan,

¢ Pemantauan dan evaluasi anggaran rutin;

d. Pemantauvan dan evaluasi anggaran pembangunan.

Bagian Anggaran terdiri dari;

Subbagian Perencanaan Anggaran;

Subbagian Perencanaan Pendapatan;

Subbagian Pernantauan dan Evaluasi Anggaran Rutin;
Subbagian Pemantavan dan Evaluasi Anggaran
Pembangunan.

coow

Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana
anggaran dan belanja;

Subbagian Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas
melakukan  penyiapan dan  penyusunan rencana
pendapatan;

Subbagian Pemantauan Dan Evaluasi Anggaran Rutin
mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penyiapan
evaluasi peiaksanaan anggaran rutin;

Subbagian Pemantauan Dan Evaluasi  Anggaran
Pembangunan mernpunyai tugas melakukan pemantauan
dan penyiapan  evaluasi  pelaksanaan  anggaran
pembangunan.

Bagian Perbendaharaan Dan Inventarisasi mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan dan  penyusunan
administrasi  pendapatan dan piutang, administrasi
pembiayaan rutin dan pembangunan serta inventarisasi
aset Badan Pengusahaan dan pengelolaan kekayaan
negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

29 ayat (11), Bagian Perbendaharaan dan Inventarisasi

menyelenggarakan fungsk:

a. Penyusunan dan pelaksanaan administrasi pernbiayaan
rutin;

b. Penyusunan dan pelaksanaan administrasi pembiayaan
pembangunan;,

¢. Pelaksanaan administrasi pendapatan dan piutang;

a. Pelaksanaari inventarisasi aset Badan Pengusahaan
dan pengeloaan kekayaan negara.

Bagian Perbendaharaan dan inventarisasi terdiri dari:

a. Subbagian Pembiayaan Rutin;

b. Subbagian Pembiayaan Pembangunan;

¢. Subbagian Pendapatan dan Piutang;

d. Subbagian Inventarisasi dan Pengelolaan Kekayaan
Negara.
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(14) Subbagian Pembiayaan Rutin mempunyai tugas melakukan
penyiapan dan penyusunan pelaksanaan administrasi
pembiayaan rutin,

(15) Subbagian Pembiayaan Pembangunan mempunyai tugas
melakukan penyiapan dan penyusunan pelaksanaan
administrasi pembiayaan pembangunan;,

(18) Subbagian Pendapatan Dan Piutang mempunyai tugas
melakukan penyiapan dan penyusunan administrasi
pendapatan dan piutang;

(17) Subbagian inventarisasi Dan Pengelolaan Kekayaan
Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan dan
penyusunan  kegiatan  inventarisasi aset  Badan
Pengusahaan Batam dan pengelolaan kekayaan negara.

{(18) Bagian Verifikasi Dan Pembukuan mernpunyai tugas
melaksanakan urusan veri fikasi pembiayaan rutin,
pembiayaan pembangunan, pendapatan dan pelaksanaan
pembukuan.

{(19) Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
29 ayat (18), Bagian Verifikasi dan Pembukuan
rnenyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan verifikasi pembiayaan rutin  dan
pembangunan,

b. Pelaksanaan verifikasi pendapatan;

¢. Pelaksanaan pembukuan.

(20} Bagian Verifikasi dan Pembukuan terdiri dari:
a. Subbagian Verifikasi Pembiayaan  Rutin  dan
Pembangunan;
b. Subbagian Verifikasi Pendapatan;
¢. Subbagian Pembukuan,

(21) Subbagian Verifikasi Pembiayaan Rutin Dan Pembangunan
mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan venifikasi
pembiayaan rutin dan permbangunan.

(22) Subbagian Verifikasi Pendapatan mempunyai tugas
melakukan urusan verifikasi pendapatan.

{23) Subbagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan
urusan pembukuan pendapatan dan pembiayaan.

Pasal 30
BIRO SEKRETARIAT DAN PROTOKOL
(1) Biro Sekretariat dan Protokol mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan, arsip, dokumentasi

dan perpustakaan, keprotokolan, perjaianan dinas dan
kerjasama kemasyarakatan.
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
30 ayat (1), Biro Sekretariat dan  Protokol
menyeienggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan persuratan, ketatausahaan serta
tata usaha pimpinan.

b. Pelaksanaan pengarsipan, dokumentasi dan
perpustakaan.

¢. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas
serta kerjasama kemasyarakatan.

(3) Biro Sekretariat dan Protokol sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 21 terdiri dari :
a. Bagian Sekretariat.
b. Bagian Protokol,
c. Bagian Arsip dan Perpustakaan.

(4) Bagian Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
30 ayat (4), Bagian Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan urusan ketatausahan dan ketatausahaan
pimpinan,
b. Pelaksanaan urusan persuratan.

(6) Bagian Sekretariat terdiri dari

a. Subbagian Tata Usaha.

b. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Kepala Badan
Pengusahaan.

¢. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Wakil Kepala Badan
Pengusahaan.

d. Subbagian Taia Usaha Perbantuan Anggota 1/Deputi
Bidang Pelayanan dan Promosi.

e. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Anggota 2/Deputi
Bidang Bina Sarana dan Prasarana.

f. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Anggota 3/Deputi
Bidang Administrasi dan Program .

g. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Anggota 4/Deputi
Bidang Pengendalian.

(7) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
melakukan  urusan  surat  menyurat, pengetikan,
pengagendaan dan penggandaan, tata naskah, serta
fayanan komunikasi di lingkungan Badan Pengusahaan
Batam.

(8) Subbagian Tata Usaha Perbantuan Kepala Badan
Pengusahaan mempunyai tugas melakukan urusan surat
menyurat, pengetikan, pengagendaan dan penggandaan,
tata naskah, serta layanan komunikasi di lingkungan Kepala
Badan Pengusahaan;

(9) Subbagian Tata Usaha Perbantuan Wakil Kepala Badan
Pengusahaan mempunyai tugas melakukan urusan surat
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(13)

(14)

(15)

(18)
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menyurat, pengetikan, pengagendaan dan penggandaan,
tata naskah, serta layanan komunikasi di lingkungan Wakil
Kepala Badan Pengusahaan;

Subbagian Tata Usaha Perbantuan Anggota 1/Deputi
Bidang Pelayanan dan Promosi mempunyai tugas
melakukan urusan sural  menyurat, pengetikan,
pengagendaan dan penggandaan, tata naskah, serta
layanan komunikasi di lingkungan Anggota 1/Deputi Bidang
Pelayanan dan Promosi;

Subbagian Tata Usaha Perbantuan Anggota 2/Deputi
Bidang Bina Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melakukan  urusan  surat  menyurat,  pengetikan,
pengagendaan dan penggandaan, tata naskah, seria
layanan komunikasi di lingkungan Anggota 2/Deputi Bidang
Bina Sarana dan Prasarana;

Subbagian Tata Usaha Perbantuan Anggota 3/Deputi
Bidang Administrasi dan Program mempunyai tugas
melakukan urusan surat menyurat, pengetikan,
pengagendaan dan penggandaan, tata naskah, serta
layanan komunikasi di lingkungan Anggota 3/ Deputi Bidang
Administrasi dan Program;

Subbagian Tata Usaha Perbantuan Anggota 4/Deputi
Bidang Pengendalian mempunyai tugas melakukan urusan
surat menyurat, pengetikan, pengagendaan  dan
penggandaan, tata naskah, serta layanan komunikasi di
lingkungan Anggota 4/Deputi Bidang Pengendalian;

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan
keprotokolan, perjalanan dinas dan kerjasama
kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
30 ayat 14, Bagian Protokol Dinas menyelenggarakan
fungsi :

a. Pelaksanaan urusan keprotokolan.

b. Pelaksanaan urusan perjalanan dinas.

¢. Pelaksanaan urusan kerjasama kemasyarakatan.

Protekol dan Perjalanan Dinas terdiri dari :
a. Subbagian Protokol.

b. Subbagian Perjalanan Dinas.

¢. Subbagian Kerjasama Kemasyarakatan.

Subbagian Protokol mempunyai tugas meiaksanakan
urusan keprotokolan dan pasasi.

Subbagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan

drusan perjalanan dinas, administrasi biaya perjalanan
dinas dan layanan rekomendasi izin serta pelaporan.
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(19} Subbagian Kerjasama Kemasyarakatan mempunyai tugas
meftakukan hubungan kelembagaan dengan pemerintah
pusat dan daerah serta lembaga non pemerintah.

(20) Kelompok Jabatan Fungsional adalah terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(21)  Kelompok Jabatan tersebut ayat (20) dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

(22) Jumlah tenaga fungsional tersebut ayat (21) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(23) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (21)
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(24) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuali
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV
ANGGOTA 4/DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN
Pasal 31

Anggota 4/Deputi Bidang Pengendalian mempunyai tugas
merumuskan, pemantauan, mengevaluasi dan menyelenggarakan
sistem pengendalian pada seluruh kegiatan di lingkungan Badan
Pengusahaan Batam.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 31,

Anggota 4/Deputi Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

a. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan
Badan Pengusahaan Batam.

b. Merumuskan program pengendalian di fingkungan Badan
Pengusahaan Batam.

¢. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem
pengendalian kegiatan di lingkungan Badan Pengusahaan
Batam.

d. Memberikan saran perbaikan dan tindaklanjut terhadap hasil
pemantauan dan evaluasi pengendalian.

e. Melakukan koordinasi dibidang kegiatan pengendalian dengan
unit kerja terkait.

Pasal 33

Anggota 4/Deputi Bidang Pengendalian sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 5 terdiri dari ;

a. Direktorat Pengendalian Teknik;

b. Direktorat Pengendalian Pembangunan;

¢. Direktorat Pengendalian Organisasi dan Kinerja,

d. Direktorat Pengendalian Keuangan.

oy
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Pasal 34
DIREKTORAT PENGENDALIAN TEKNIK

(1) Direktorat Pengendalian Teknik mempunyai tugas
merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Teknik meliputi
perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan seluruh
kegiatan Konstruksi Bangunan Sipil, Gedung dan
Pertamanan, Utilitas, dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana, serta Pengelolaan Sistem Informasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
34 ayat (1), Direktorat  Pengendalian  Teknik
menyelenggarakan fungsi :

a. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang
teknik.

b. Merumuskan program pengendalian di bidang teknik.

¢. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
pengendalian secara efektif di bidang teknik.

d. Memberikan sarana perbaikan dan tindaklanjut terhadap
hasil pemantauan dan evaluasi pengendalian.

f. Melakukan koordinasi dibidang kegiatan pengendalian
dengan unit kerja terkait.

(3) Direktorat Pengendalian Teknik sebagaimana tercantum

dalam Lampiran 22 terdiri dari :

a. Sub Direkiorat Pengendalian Konstruksi Gedung,
Bangunan Sipil

b. Sub Direktorat Pengendalian Pemukiman, Taman dan
Utilitas.

¢. Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Sarana dan
Prasarana.

(4)  Sub Direktorat Pengendalian Gedung, Konstruksi Bangunan
Sipil, mempunyai tugas merumuskan, pemantauan,
mengevaluasi, dan menyelenggarakan pengendalian di
Bidang Teknik meliputi perencanaan, pelaksanaan dan
pemeliharaan seluruh kegiatan Konstruksi Bangunan Sipil
dan Gedung.

{6) Sub Direktorat Pengendalian Taman dan Ultilitas,
mermpunyai fugas merumuskan, pemantauan,
mengevaluasi, dan menyelenggarakan pengendalian di
Bidang Teknik meliputi perencanaan, pelaksanaan dan
pemeliharaan seluruh kegiatan pengendalian Pertamanan,
dan Utilitas.

(6) Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Sarana dan
Prasarana. mempunyai tugas merumuskan, pemantauan,
mengevaluasi, dan menyelenggarakan pengendalian di
Bidang Teknik meliputi perencanaan, pelaksanaan dan
pemeliharaan seluruh kegiatan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana, serta Pengeloiaan Sistern Informasi.
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Pasal 35
DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Direktorat Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas
merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Pelaksanaan
Pembangunan di witayah kerja Badan Pengusahaan Batam
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan
pembangunan, lahan, investasi PMA, PMDN dan Non-
Fasilitas, serta Pengelolaan dan Pengusahaan Aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

35 ayat (1), Direktorat Pengendalian Pembangunan

menyelenggarakan fungsi :

a. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian intern di
Bidang Pembangunan, Lahan, dan Investasi.

b. Merumuskan program pengendalian di Bidang
Pembangunan.,

¢. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
pengendalian secara efektif di Bidang Pembangunan.

d. Memberikan saran perbaikan dan tindaklanjut terhadap
hasil pemantauan dan evaluasi pengendalian.

g. Melakukan koordinasi dibidang kegiatan pengendalian
dengan unit kerja terkait.

Direktorat Pengendalian Pembangunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 23 terdiri dari

a. Sub Direktorat Pengendalian Pembangunan.

b. Sub Direktorat Pengendaiian Lahan,

c. Sub Direkiorat Pengendalian Investasi.

Sub Direkiorat Pengendalian Pembangunan mempuryai
tugas merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Pembangunan
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan
pembangunan oleh penerima alokasi.

Sub Direkiorat Pengendalian Lahan mempunyai tugas
merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Pembangunan
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan
pengendalian pembebasan, pengurusan HPL, dan
pengalokasian lahan.

Sub Direktorat Pengendalian Investasi mempunyai tugas
merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Pembangunan
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan
investasi PMA, PMDN dan Non-Fasilitas, serta Pengelolaan
dan Pengusahaan Aset.
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Pasal 35
DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Direktorat Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas
merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Pelaksanaan
Pembangunan di wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan
pembangunan, lahan, investasi PMA, PMDN dan Non-
Fasilitas, serta Pengelolaan dan Pengusahaan Aset,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

35 ayat (1), Direktorat Pengendalian Pembangunan

menyelenggarakan fungsi .

a. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di
Bidang Pembangunan, Lahan, dan Investasi.

b. Merumuskan program pengendalian di  Bidang
Fembangunan.

c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
pengendalian secara efeklif di Bidang Pembangunan.

d. Memberikan saran perbaikan dan tindaklanjut terhadap
hasil pemantauan dan evaluasi pengendalian.

g. Melakukan koordinasi dibidang kegiatan pengendalian
dengan unit kerja terkait.

Direktorat Pengendalian Pembangunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 23 terdiri dari .

a. Sub Direktorat Pengendalian Pembangunan.

b. Sub Direktorat Pengendalian Lahan.

¢c. Sub Direktorat Pengendalian Investasi.

Sub Direktorat Pengendalian Pembangunan mempunyai
tugas merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan
menyeienggarakan pengendalian di Bidang Pembangunan
meliputi perencanaan dan peflaksanaan seluruh kegiatan
pembangunan oleh penerima alokasi.

Sub Direktorat Pengendalian Lahan mempunyai tugas
merumuskarn, pemantauan, mengevaluasi, dan
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Pembangunan
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan
pengendalian pembebasan, pengurusan HPL, dan
pengalokasian lahan serta pelaksanaan penyiapan
peringatan/pemberitahuan atas pembatalan, pencadangan
atau pencabutan alokasi lahan.

Sub Direktorat Pengendalian Investasi mempunyai tugas
merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Pembangunan
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan
investasi PMA, PMDN dan Non-Fasilitas, serta Pengelolaan
dan Pengusahaan Aset.
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Pasal 36
DIREKTORAT PENGENDALIAN ORGANISAS! DAN KINERJA

(1)  Direktorat Pengendalian Organisasi dan Kineria mempunyai
tugas merumuskan, pemantauan, mengevaluasi, dan
mendorong terselenggaranya pengendalian di Bidang
Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Batam meliputi
perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan Organisasi
dan Tata Laksana, Kepegawaian, Lalulintas Barang dan
Perijinan, Pelayanan Masyarakat, Pengadaan dan
Pemeliharaan sarana-prasarana penunjang, Inventarisasi
dan Penghapusan Aset.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
36 ayat (1), Direktorat Pengendalian Organisasi dan Kinerja
menyelenggarakan fungsi
a. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di

Bidang Organisasi dan Kinerja.

b. Merumuskan program pengendalian di Bidang
Organisasi dan Kinerja.

c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
pengendalian secara efektif di Bidang Organisasi dan
Kinerja.

d. Memberikan saran perbaikan dan tindakianjut terhadap
hasil pemantauan dan evaluasi pengendalian.

e. Melakukan koordinasi dibidang kegiatan pengendalian
dengan unit kerja terkait.

(3) Direkiorat Pengendalian  Organisasi dan  Kinerja

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 24 terdiri dari :

a. Sub Direktorat Pengendalian Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana.

b. Sub Direktorat Pengendalian Perijinan dan Pelayanan
Masyarakat.

c. Sub Direktorat Pengendalian Perlengkapan dan
Pemeliharaan.

(4) Sub Direktorat Pengendalian Kepegawaian, Organisasi dan
Tatalaksana mempunyai tugas merumuskan, pemantauan,
mengevaluasi, dan menyelenggarakan pengendalian di
Bidang Organisasi dan Kinerja meliputi perencanaan dan
pelaksanaan seluruh kegiatan Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana.

(5) Sub Direktorat Pengendalian Perijinan dan Pelayanan
Masyarakat mempunyai tugas merumuskan, pemantauan,
mengevaiuasi, dan menyelenggarakan pengendalian di
Bidang Organisasi dan Kinerja meliputi perencanaan dan
pelaksanaan seluruh kegiatan Lalu-lintas Barang dan
Perijinan serta Pelayanan Masyarakat.

(6) Sub Direktorat Pengendalian Perlengkapan  Dan
Pemeliharaan mempunyai tugas merumuskan,
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pemantauan, mengevaluasi, dan menyelenggarakan
pengendalian di Bidang Organisasi dan Kinerja meliputi
perencanaan dan pelaksanaan  seluruh  kegiatan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana
Penunjang, Inventarisasi dan Penghapusan Aset.

Pasal 37
DIREKTORAT PENGENDALIAN KEUANGAN

Direktorat Pengendalian Keuangan mempunyai tugas
merumuskan, pemantauan, mengevaiuasi, dan
menyelenggarakan pengendalian di Bidang Keuangan
meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan
Pendapatan, dan Belanja Modal serta Operasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

37 ayat (1), Direktorat Pengendalian Keuangan

menyelenggarakan fungsi

a. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di
Bidang Keuangan.

b. Merumuskan program pengendalian di Bidang
Keuangan.

c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
pengendalian secara efektif di Bidang Keuangan.

d. Memberikan saran perbaikan dan tindaklanjut terhadap
hasil pemantauan dan evaluasi pengendalian.

€. Melakukan koordinasi dibidang kegiatan pengendatlian
dengan unit kerja terkait.

Direktorat Pengendalian Keuangan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran 25 terdiri dari :

a. Sub Direktorat Pengendalian Pendapatan dan
Penerimaan.

b. Sub Direktorat Pengendalian Belanja Modal dan
Operasional.

Sub Direktorat Pengendalian Pendapatan dan Penerimaan
mempunyai tugas merumuskan, pemantauan,
mengevaluasi, dan menyelenggarakan pengendalian di
Bidang Keuangan meliputi perencanaan dan pelaksanaan
sefuruh kegiatan pendapatan.

Sub Direktorat Pengendalian Belanja Modal dan
Operasional mempunyai tugas merumuskan, pemantauan,
mengevaluasi, dan mendorong terselenggaranya
pengendalian di Bidang Keuangan meliputi perencanaan
dan pelaksanaan seluruh kegiatan Belanja Modal dan
Operasional.

Halaman 52 dari 60



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BAB VI

PUSAT PENGELOLAAN DATA DAN
SISTEM INFORMASI TEKNOL.OGI

Pasal 38

Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Teknologi
adalah unsur penunjang vyang berada dibawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan
Pengusahaan Batam dan secara administrasi berada
dibawah pembinaan Anggota 3/Deputi Bidang Administrasi
dan Program.

Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Teknologi
mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyaiian
data, penyusunan dan pengembangan sistem aplikasi,
pemeliharaan dan pengembangan infostruktur,
pengusahaan teknologi informasi dan pengoperasian
persandian di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Batam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
38 ayat (2), Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Teknologi menyelenggarakan fungsi .

Pengolahan dan penyajian data dan informasi.
Pemeliharaan dan pengembangan infostruktur jaringan.
Pemeliharaan dan pengembangan media dan aplikasi.
Pemeliharaan dan pengembangan dokumen elektronik.
Pengusahaan teknologi Informasi.

Pengoperasian teknotogi persandian,

Q0T

Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Teknologi

sehagaimana tercantum dalam Lampiran 26 terdiri dari

a. Bidang Data dan Informasi.

b. Bidang Media dan Infostruktur.

c. Bidang Pengusahaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

d. Bidang Persandian.

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas
melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
data.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 38 ayat 5,

Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi

a. Pelaksanaan penyiapan bahan pengolahan dan
penyajian data geografis.

b. Pelaksanaan penyiapan bahan pengolahan dan
penyajian data umum.

c. Pelaksanaan penyiapan bahan informasi dan
penyusunan serta pengembangan sistem informasi.

d. Pelaporan secara berkala kepada Direktur Direktorat
Teknologi Informasi dan Komunikasi mengenai
perkembangan media dan infostrukiur.

it
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(17)

Bidang Data dan Informasi terdiri dari :
a. Subbidang Data Umum.

b. Subbidang Data Geografis.

¢. Subbidang informasi.

Subbidang Data Umum mempunyai tugas melakukan
pengumpuian, pengolahan dan penyajian data umum.

Subbidang Data Geografis mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyajian data geografis.

Subbidang Informasi mempunyai  tugas melakukan
penyiapan bahan informasi,

Bidang Media dan Infostruktur mempunyai tugas melakukan
pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jaringan,
media dan aplikasi serta dokumen elektronik pada satuan
unit kerja selain Data Cenire.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

38 ayat (11), Bidang Media dan Infostruktur

menyelenggarakan fungsi

a. Pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan dan
pemeliharaan infrastruktur jaringan.

b. Pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan dan
pemeliharaan media aplikasi.

¢. Pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan dan
pemeliharaan dokumen elektronik.

d. Pelaporan secara berkala kepada Kepala Pusat
Pengolahan Data dan Sistem Informasi mengenat
perkembangan media dan infostruktur.

Bidang Media dan Infostruktur terdiri dari :
a. Subbidang infrastruktur Jaringan.

b. Subbidang Media dan Aplikasi.

¢. Subbidang Dokumen Elektronik.

Subbidang Infrastruktur  Jaringan mempunyai  tugas
melakukan perencanaan, pengembangan  dan
pemeliharaan infrastruktur jaringan.

Subbidang Media Dan Aplikasi mempunyai tugas
melakukan perencanaan, pengembangan dan
pemeliharaan media dan aplikasi.

Subbidang Dokumen  Elekironik mempunyai tugas
melakukan perencanaan, pengembangan  dan
pemeliharaan dokumen elektronik.

Bidang Pengusahaan Teknologi informasi dan Komunikasi
mempunyai  tugas melakukan perencanaan  serta
pelaksanaan pengusahaan, pelatihan teknologi informasi
serta pelayanan jasa teknologi informasi pada sarana Pusat
Teknologi Informasi Badan dan Komunikasi Pengusahaan
Batam.
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(18) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
38 ayat (17), Bidang Pengusahaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi menyelenggarakan fungsi ;

a. Penyusunan perencanaan anggaran, Kebutuhan,
prosedur operasi, kegiatan pemeliharaan, kegiatan
pelatihan serta pelayanan jasa teknologi informasi
sarana Pusat Teknologi Informasi BP Batam.,

b. Pelaksanaan moniforing, evaluasi kinerja dan
memberikan persetujuan akses kepada anggota
organisasi TI untuk mengoperasikan sarana Pusat
Teknologi Informasi BP Batam

c. Pelaporan secara berkala kepada Kepala Pusat
Pengolahan Data dan Sistem Informasi mengenai
kegiatan pengusahaan Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi Badan Pengusahaan Batam.

(19) Bidang Pengusahaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
terdiri dari :
a. Subbidang Pengusahaan Data Center.
b. Subbidang Pelathan Teknologi Informasi dan
Komunikasi,
¢. Subbidang Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(20) Subbidang Pengusahaan Data Centre mempunyai tugas
melakukan pengusahaan, pengelolaan operasional dan
pemeliharaan sarana Data Centre.

(21) Subbidang Pelatihan Teknologi informasi dan Komunikasi
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan
dibidang Teknolegi Informasi dan Komunikasi.

(22) Subbidang Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi
mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa teknologi
informasi dan komunikasi

(23) Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan
Badan Pegusahaan dibidang persandian.

(24) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
38 ayat (23), Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan Operasicnal Sandi
dan Pengamanan/Enkripsi Informasi.
b. Pelaksanaan pengelolaan materiil/peralatan sandi.
¢. Pelaksanaan administrasi dan laporan persandian.

(25) Bidang Persandian terdiri dari:
a. Subbidang Operasional Sandi.
b. Subbidang Materiil Sandi.
c. Subbidang Administrasi Sandi.

(26) Subbidang  Operasional Sandi mempunyai tugas

mengkoordinasikan penyelenggaraan persandian,
melaksanakan pengawasan dan pengendalian
penyelenggaraan persandian, mengkoordinasikan

pelaksanaan pengamaan/enskripsi informasi instansi dan
melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional

sandi.
JA
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a. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian,
periengkapan dan keuangan,

b. Pelaksanaan hubungan antar lembaga, keprotokolan
dan hubungan masyarakat serta promosi.

BAB VI

INSPEKTORAT
Pasal 40

(1) Inspektorat adalah unsur pengawas yang berada dibawah
dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan
Pengusahaan Batam dan secara administrasi berada
dibawah pembinaan Anggota 4/Deputi Bidang
Pengendalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 28.

(2) inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan
Pengusahaan Batam dalam bidang pengawasan,
keuangan, organisasi dan pembangunan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

40 ayat (1), inspektorat menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan program pengawasan.

b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan yang meliputi
keuangan, teknik, organisasi dan pembangunan.

d. Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian
tugas pengawasan.

e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan fungsinya.

4) Bagian Administrasi Inspektorat mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi ketatausahaan surat-menyurat
dan pelayanan administrasi kepada seluruh kelompok
fungsional dilingkungan Inspektorat BP-Batam yang meliputi
bidang keuangan, teknik, organisasi dan pembangunan.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
40  Ayat  (4), Bagian  Administrasi  Inspektorat
menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan bahan kordinator, penyusunan dan
pengendalian program Kerja pengawasan.

b. Pengelolaan, penerimaan dan penyimpanan laporan
hasil pemeriksaan/pengawasan aparat fungsional BP-
Batam.

c. Penyimpanan bahan dan data dalam bidang pembinaan
teknis fungsionatl.

d. Penyimpanan dan inventaris bahan dan data dalam
rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan,

e. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan
pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.

f. Pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi
keuangan, administrasi pembangunan dan administrasi
teknik penyelenggaraan urusan rumah tangga dan
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(27) Subbidang Materiil Sandi mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dibidang materiil sandi, mengkoordinasikan
pengadaan dan  pemeliharaan  peralatan  sandi,
mengkoordinasikan pelaksanaan sistem sandi serta
jaringan komunikasi sandi dan melaksanakan evaluasi
terhadap pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan
peralatan sandi, sistem sandi dan jaring komunikasi sandi.

(28) Subbidang Administrasi Sandi mempunyai tugas melakukan
komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan persandian
dengan unit-unit kerja di Badan Pengusahaan dan dengan
instansi fainnya, melaksanakan pelayanan dan administrasi
persandian, pembinaan dan pengembangan SDM
persandian.

(29) Kelompok Jabatan Fungsional adalah terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(30) Kelompok Jabatan tersebut ayat (23) dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

(31) Jumlah tenaga fungsional tersebut ayat (24) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(32) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (25)
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(33) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vil
KANTOR PERWAKILAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM
Pasal 39

(1) Kantor Perwakitan Badan Pengusahaan Batam adalah
unsur  penunjang yang berada  dibawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan
Pengusahaan Batam dan secara administrasi berada
dibawah pembinaan Anggota 3/Deputi Bidang Administrasi
dan Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran 27.

(2) Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengusahaan
Batam di bidang umum serta hubungan antar lembaga dan
promosi.

(3} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1), Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam
menyelenggarakan fungsi :

-
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perlengkapan serta tata usaha inspektorat termasuk
penataan arsip.

(6) Kelompok Fungsicnal mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan dibidang keuangan, perencanaan,
pembangunan, teknik dan organisasi.

(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
40 Ayat (6), Kelompok Fungsionai menyelenggarakan
fungsi:

a. Pelaksanaan program kerja pengawasan pda bidang
keuangan, perencanaan, pembangunan, teknik dan
organisasi.

b. Pelaksanaan pengujian dan penilaian kebenaran
Japoran-taporan.

c. Penyusunan petunjuk pengawasan dan pemeriksaan,
penyampaian lapcran hasil pengawasan serta
penyiapan saran pemecahan masalah.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, setiap satuan organisasi di lingkungan
Badan Pengusahaan Batam wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi lingkungan Badan Pengusahaan
Batam serta dengan instansi lain di luar Badan Pengusahaan
Batam sesuai tugas masing-masing.

Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan
Pengusahaan Batam  bertanggungjawab  memimpin  dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan {ugas
bawahan.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan
Pengusahaan Batam wajib mengawasi bawahan masing-masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dan pejabat
fungsional di lingkungan Badan Pengusahaan Batam waijib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara cepat,
tepat dan akurat.
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Pasal 45

Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
mnyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

Pasal 46

(1) Para Direktur, Kepala Biro, Kepala Kantor Perwakilan,
Kepala Pusat dan Inspektur agar menyampaikan laporan
secara berkala kepada masing-masing Anggota Badan
Pengusahaan Batam.

(2) Para Kepala Subdirektorat, Kepala Bagian, Kepala Seksi
serta Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan secara
berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 47

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi
dibantu kepala unit organisasi bawahannya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib
mengadakan rapat berkata.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

a. Kepufusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah industri Pulay
Batam Nomor 87/KPTS/KA/X)/2004 tentang Penyempurnaan
atas Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam No. 770/UM-KPTS/XI/1998 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah industri Pulau
Batam No. 02/KPTS/KA/I/2003 jo Nomor 88/KPTS/KA/XI/2004
tentang Penyempurnaan atas Keputusan Ketua Otorita
Pengembangan Daerah industri Pulau Batam No. 771/UM-
KPTS/XHI/1998 tentang Kelengkapan Organisasi  dan Tata
Kerja Oforita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam No. 03/KPTS/KA//2004 dicabut dan dinyatakan tidak
beriaku.

Halaman 59 dari 60 (y} L‘ f/?



b. Dalam waktu paling lambat 31 Desember 2010 sejak Peraturan
ini berlaku, penyelenggaraan tugas yang dilaksanakan oleh Tim
yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Pengusahaan Batam wajib disesuaikan dengan ketentuan
sebagaimana dalam Peraturan Kepala ini.

c. Semua peraturan pelaksanaan Keputusan Ketua Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
yang baru berdasarkan Peraturan ini.

BAB X|
PENUTUP
Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 20 Jusit 2010

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM,

___,__—-———————*‘"”/
MUSTOFA WIDJAJA ﬁ

~ar

Halaman 60 dari 60 ‘s/



LAMPIRAN 1

Surat Keputusan Kepala Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 2 TAHUM 2010

Tanggal : 21 Juwi 2010

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KEPALA
BAQAN FPLENGUSABAAN
EATAN

WAL MEPA LS

ANGOOTA | DEAUTIRNAND B AMDCD T A 2DUP LTI ANG ANCGOTA LTHEEUT BIOANG T ANCGLTA 2 OB UTT BMDANS
LT ANATE (At 2 N S ] - LN BAN AN A AN TRALANANA § ALTAINID T RS D AN FaOGERA f o CENGENOALIAS
’or B DAL R T ORAT i PURO 2RSENCANBAN i IR TS AT
Pl LA BN G ANA AN LK I RABCIAARE Cr At LT I A 1 PR MGENALAN THRMNDS
bk reree et ) i f
CE PutiE § TIL AN TAtdan VPIRE M T ORI e b P A NG LT RO G
AT O N FRIKTORAT FENGENDAL AN
S ) froamatan P L A LN BT KE PR GAALAN - 7 ot s
Y LA UTIAN 5 AN HEAL A CRGARITAS] DA KINER I
L - ALl AL | - L - = s
P ey ey ! v et | o T

CaNTAR CLAMRA PENGATIAN AN ¥ HSRE MU A NG AN ] TENGENDALIAN SEUANGAN

funtare fas T DT AT | : I

FATIAN TR RLLEAMOAN BATAM LALL LINT RS A G i SERRETAMIAT (TAN PROTOXOL I

T ] [ A
PENGELOLAAN A28 IEE R T DR AT
A Laratr e i
ToRr st . R 55 BUSAT SHRSE GLAAR
e e et DATA (342 515160
SPRSPS MG LS ATLASN AT A PP LA Gt L

Ditetapkan di Batam .

Pada Tanggal 2% Jun 200

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

MUSTOFA WIDJAJA



STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN 2

Surat Keputusan Kepaia Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

Nomor :?j TAHUN 2010

Targgal ;24 JuN1 2010

ANGGOTA 1/DEPUTI BIDANG PELAYANAN DAN PROMOSI

ANGGOTA H/DEPUTI BIDANG
PELAYANAN DAN PROMOS!

DIREKTORAT
INVESTASI, MARKETING
DAN HUMAS

DIREKTORAT
PENGELCLAAN LAHAN

KANTOR
PELABUHAN LAUT BATAM

KANTOR
BANDAR UDARA

RUMAH SAKIT
BADAN PENGUSAHAAN BATAM

&
b

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 2‘ Jwhi  3giQ

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

o

MUSTOFA WIDJAJA "‘ﬁ



LAMPIRAN 3

Surat Keputusan Kepala Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

Nomor :2 TAHUN 2010
Tanggal : 324 Ut Zep

STRUKTUR ORGANISAS!
ANGGOTA 2/DEPUTI BIDANG BINA SARANA DAN PRASARANA

ANGGOTA 2/DEPUTI BIDANG
BiNA SARANA DAN PRASARANA

DIREKTORAT KANTOR

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
y DIREKTORAT PEMBANGUNAN PEMUKIMAN LINGKUNGAN DAN ' PENGELOLAAN AR
PERENCANAAN TEKNIK BALAI AGRIBISNIS PENGAMANAN LALU LINTAS BARANG DAN AIR LIMBAR

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 21 Ju& 2ci

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

MUSTOFA WIDJA @




STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN 4

Surat Keputusan Kepaia Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabihan Bebas Batam

Nemeor  : ZTAdut 2010

Tanggal : 21 Tyt 2010

ANGGOTA 3/DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI DAN PROGRAM

ANGGOTA JIDEPUTI BIDANG
ADMINISTRASI DAN PROGRAM

BIRG PERENCANAAN
PROGRAN DAN LITBANG

BIRQ UMUM

BIRC KEPEGAWAIAN

BIRO KEUANGAN

BIRO
SEKRETARIAT DAN PROTOKOL

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 21 Jufy  api0

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

==

MUSTOFA WIDJAJAﬁ



STRUKTUR ORGANISAS!
ANGGOTA 4/DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN

ANGGOTA &/DEPUTI BIDANG
PENGENDALIAN

LAMPMRAN 5

Surat Keputusan Kepala Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Paiabuhan Bebas Batam

Nomor  : A 9AHUN 201D

Tenggal : 31 7u81 2p1p

DIREKTORAT
PENGENDALIAN TEKNIK

pgﬁéﬁggfﬁ“ | DIREKTORAT PENGENDALIAN
PENGENDALIAN ORGANISAS! DAN KINERJA

PEMBANGUNAN

DIREKTORAT
PENGENDALIAN KEUANGAN

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 21 Jjury 200

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

y: USTOFA WIDJAJA
(/ |




STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN 6

Surat Keptiusan Kepala Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Babas Batam

Momor 5 TAHUN 2010

Tanggal « 24 3uNr 2010

DIREKTORAT INVESTASI, MARKETING DAN HUMAS

DIREXTORAT
INVESTAS), MARKETING
OAN HUMAS

SUB DIREKTORAT
PEMASARAN

SUB DIREKTORAT
HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN PUBLIKAST

SUE DIREKTORAT
PERLINAN
PENANARAN MODAL

SEKSH
PERLINAN PMA DAN PMDN

SEKSI SEKS!
RENCAMA DAN SARANA
5 PEMASARAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKS1 SEKSI
L_ PROMOS! L} DOKUMENTASEDAN PUBLIKASH

SEKS:
MONITORING INVESTASI

JEXS!
EVALUAS! INVESTAS!

z

Ditetapkan di Batam

Pada Tangga! 2% Jun 200

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

ﬁw

MUSTOFA WIDJAJA :

<




LAMPIRAN 7

Surat Keputusan Kepala Badan

Penguszhaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Palabuhan Bebas Batam

Nomor : 3TaMuN 2010

Tanggal @ 24 quny 2010

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LAHAN

DIREKTORATY
PENGELOLAAN LAHAN

SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT
PENGADAAN LAHAN

SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT
PENGALDKASIAN LAHAN PENGALOKASIAN LAHAN
WILAYAH | WILAYAH 1 HAK ATAS TANAH EVALUAS! ALOKASI LAHAN

SEKS! SEKSI SEKSI SEKS! SEKS!
PENYIAPAN RAK PELAYANAN DOKUMEN PELAYANAN DOKUMEN PENYIAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI DOKUMEN
- PENGELOLAAN | WILAYAH | WILAYAH - ALOKASI TANAN boerd LAHAN
SEKSI SEKS! SEXSL SEKSI SEKS!
PENGUKURAK LAHAN ADMINISTRASI KEUANGAN ADMINISTRAS! KEUANGAN PERALIHAN HAK EVALUASI PENGALCKASIAN
[ » WILAYAR § WILAYAH I ;| ALOKASI TANAH L LAHAN

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 21 Juww 3010

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

MUSTOFA WIDJA

¢

A7



STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELABUHAN LAUT BATAM

KANTOR
PELABURAN LAUT BATAN

L

LAMPIRAN 8

Surat Keputusan Kepala Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : % TAMUN 204D
Tanggat : 24 Iumt 2610

BAGIAN
TATA USARA

; 1

SUBHAGIAN SURRAGIAN
UMUK KEUANGAN

SUBBAGIAN
DATA DAN INFORMAS!

BIDANG KEPELABUHANAN

k.

BIDANG HESYAHBANDARAN BIDANG KOMERSIL

SEKSI 15
FASILITAS DAN PELAYANAR. |
B PELABUHAN :

SEKS!
LALY LINTAS ANGKUTAR LALT

PENUNJANG ANGKUTAN LAUT

SEKSS SEXS!
PELAYANAN TERPADY
b TEATIB BERLAYAR — JASA KEPELARURANAN
SERSI SEXSI
mad PENGANANARN bt PELAYANAN TERXRIK DAN ANEXA

PELABURAN DAN PATROLY JASA PEMASARAN

. SEKS)
- . F—!  PELAYANAN TEXNI DAN
KESELAWATAN KAPAL PERALATAN
| SEKSH

et

STATUS HUKUM KAPAL PEMANDUAR DAN PENUNDAAN

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 21 junt 2o

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdaggngan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

P—'—-‘—\-\
MUSTOFA WIDJAJA ﬁ




LAMPIRAN 8

Surat Keputusan Kepala SBadan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 2, TAHUN 2810
Tanggal D24 Tunt 2010
i KANTOR
BANDAR UDARA
\ . ]
i B 1
SUBBAGIAN SUBRAGIAK £ SUBRAGIAN !
KEUANGAN KEPEGAWALAN DAN TATA USANA [ | PERENCANAAN DAN PERLENGRAFAN |
H [ ;
L i
r T H 1
! i ! |
N r - - - i
BIDANG DIDANG. STASIIN ; !
OPERASE DARAT KOMERSE. i METEOROLDGE i
i I
|
. L oM
eI SEXS EXS1 JABATAN FUNGSIONAL
n PENGAKANAN DALAM L TARIE DAN JASA i | raravsana mErEoRoLOGE
SEKS! SENSE SEKSE
o TERMINAL, bnd USAKA PENERBANGAN Pl OBSERVASI
SERSL EXS SEKS!
foned PKP -PK i USAMA NON PENERBANGAN —t DATA DAK INFORMAS!
SEKSH |
-~ WYGIENE DAN SANIEASL |
Ditetapkan di Batam

d«&,

Pada Tanggal 2t jun 0w
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perd gangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

MUSTOFA WIDJA @



LAMPIRAN 18

Surat Keputusan Kepalz Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pgiabuhan Bebas Batam

Nomor : 3tadury 201D

Tanggal © 11 3uwr 204D

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN BATAM

RUMAH SAKIT
BADAN PENGUSANAAN BATAM

i ' ]
oo
WAKH, DIREKTUR ' WAKIL DIREKTUR
PELATANAN REDIK | KOMITE MEDIK | UMM DAN KEUARGAN
H
- . 2 } | E ]
BIDANG { BIDANG | | BAGIAN BAGIAR
PELAYANAN DA KEPERAWATAN PENUNJANG MEDHK i i umu KEURNGAN
i
i
SERSH j SUBBAGIAN SUBBAGIAN
i FELAYANAN MEDIK SARANE MEDIK ; TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN : ANGGARAY
! - -
. ! :
{ J
SEKS ! SUBBAGIAN
SEXSE H SUBBAGIAN
et REKAM MEDWK DAN : — PERLENGNAPAN DAR bond
PERAWATAN ot A MBI ; e et aaty AKUNTANSI DAN VERIEIKASH
I
STAF MEDIX JABATAR S —
FUNGSIONAL, FUNGSIONAL SUBBAGIAN
1 j L PERENCANAAN, PENGEMBANGAN | | L_d SUBBAGIAN
SIRS DAN LAYANAN INFORMASE PERDAFATAN DAN PIITANG.
1. INSTALASE RAWAT JALAN 1
I
¥
i %
i

L 1L INSTALAS) PEMEUHARAAN
I BARANADAN PRASARANA
g RUMAM SAKIT

; |

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 2{ Jun: cid

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

,ﬁ‘[-\'

] MUSTOFA WIDJAJA
*by A é/f/f N



STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN 11

Surat Keputusan Kepaiz Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelzbuhan Bebas Batam

Nemor : 2TAHUN 204D

Tenggal : 21 Funl 20%0

DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIK

DIREKTORAT
PERENCANAAN TEKNIK

SUB DIREXKTORAT
REMCANA TATA GUNA LAHAN
DAN UTILITAS

SUB DIREKTORAT
PERENCANAAN PERHUBUNGAN

SUB DIREKTORAT
PERENCANAAN LINGKUNGAN

SEKSH
TATA GUNA LAHAN

SEKSI
PERHUBUNGAN DARAY

SEXS!
TATA BANGUNAN

SEKSt
PERMUBUNGAN LAUT

SEKSI
SARANA UTILITAS

SEKSH
PERHUBUNGAN UDARA

SEKSH
LINGKUNGAN MIDUP

SEKSI
LINGHKUNGAN SCSIAL
AN PEMUNIMAN

SEKS]
PERENCANAAN PERTAMANAN

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 2{Jdunt A

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

USTOFA WIDJAJA

N



DIREMTORAT
PEMBANGUNAN

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBANGUNAN

LAMPIRAN 12

Surat Keputusan Kepala Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Peglabuhan Bebas Batam

Nomor : 2 TAMUN 2016

Tanggal 5y Junt 2010

SUB RDIREXKTORAT
BANGUNAN GEDUNG
DAN BANGUNAN AIR

-

BEKS
BANGUNAN GEDUNG
DAN
MEKANIKAL ELEKTRUGAL

SEXSH
WADUK

SEKS?
BANGUNAN PELABUMAN LAUT

"SUB DIRERTORAT
JALAN, JEMBATAN, BANDARA,
UTILITAS DAN PEMATANGAN
LARAN

SUB DIREKTORAT
PENGEMBANGAN DAN
KERJASAMA USAHA

SEKSI
JALAN, JEMBATAN
DAN BANDARA

SEKSE
PENGEMBANGAN USAHA

SEKSH
JARINGAN DRAINASE
DAN UTILITAS

SEKSI
PELAYANAN DAN
KERJASAMA USAHA

SEKS
PEMATANGAN LAHAN

&

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal ziJunt 2010

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

MUSTOFA WIDJAJA



LAMPIRAN 13

Surat Keputusan Kepala Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabubran Bebas Batam

Nomor ! Iraugn 2010

Tanggal © 24 iy 2010

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMUKIMAN, LINGKUNGAN DAN BALAI AGRIBISNIS

DIREKTORAT
PEMUKIMAN, LINGKUNGAN DAN
BALAI AGRIBISNIS

SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

SUB DIREKTORAT

PENGELOLAAN PEMUKIMAN BALA! AGRIBISNIS

SEKS!
SEKSH - SEKS!
MONITORING INFRASTRUKTUR ,
|| PENGELOLAAN RUMAH SUSUN | DN SEMH AN - PRODUKS!
SEKS! SEKSI SEKS!
MONITORING DAN EVALUAS! PENGHLJAUAN, PERTAMANAN PEMASARAN
| | RUMAH SUSUN | | DAN PENATAAN REKLAME ] ' '

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 2! juri 2 6iC

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdggangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

MUSTOFA WIDJ @

4 éﬁ/y



LAMPIRAN 14

Surat Keputusan Kepaia Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Palabuhan Bebas Batam

Nomor :2 TAHUN 2040
Tenggal 12y Jumy 2010

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENGAMANAN

DIREKTORAT
PENGAMANAN

SUB DIREKTORAT
PENGAMANAN LINGKUNGAN
DAN HUTAN

5UB DIREKTORAT
PENGAMANAN INSTALASI
DAN ASEY

SUB DIREKTORAT
PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN

SEKSI SEKSI SEKSI
PENGAMANAN LINGKUNGAN PENGAMANAN INSTALAS! PENANGGULANGAN
SEKS! SEKS! SEKSI
PENGAMANAN PENCEGAHAN DAN
PENGAMANAN HUTAR | | BANGUNAN DAN ASET KESELAMATAN KERJA

Ly

SEKSH
ADMINISTRAS! DAN
OPERASIONAL PENGAMANAN

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal L1 phunt Y00
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perglagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

MUSTOFA WIDJAJA @



LAMPIRAN 15

Surat Keputusan Kepaia Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Palabuhan Bebas Batam

Nomor ETAHuN ZOMD
Tanggal © 3y gy 200

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT LALU LINTAS BARANG

DIREKTORAT
LALU LINTAS BARANG

SUB DIREKTORAT
MONITORING DAN PELAPORAN
PERDAGANGAN DAN INDUSTR!

SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT
INDUSTRI PERDAGANGAN

SEKS! SEKSI
. ' MONITORING, EVALUAS! DAN
INDUSTRI SKALA BESAR BARANG INDUSTRI PELAPORAN PERDAGANGAN

SEKS! SEKS! SEKSI
INDUSTRI SKALA KECIL MONITORING, EVALUASI DAN
DAN MENENGAH BARANG KONSUMS! PELAPGRAN INDUSTRI

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 2\ dunt 2ol

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

M‘\

MUSTOFA WIDJAJA &




KANTOR PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH

STRUKTUR ORGANISASI

HANTOR
PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH

LAMPIRAN 16
Surat Keputusan Kepala Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

Naomor 15 TAM YN 2040
Tanggal S gung 2010

i

EAGIAN
AQMDUSTRASY

i

SUBBAGIAN
TATA UGARA

SUSBAGIAN
ADMMISTRAR PENRAPATAN
AN PELAYANAN PELANGEAN

BIVANG
FENGELOLAAN WaADLIK

!

SEXS:
PEMELIHARAAN DAY
PENGAMANAN WADLK

SEKSI
HONITORING DAN EVALUASE

&:DANG
FENGELOUAAN AIR

BIQANG
PENGELOLAAN LIMBAH

1
i

SEXSL

AR BARKY DAN AR SERSIM

SERST
PROGRAN DAN EVALUASTAIR

SEWS
SERS i e
' s { LIMBAR BAHAN BERACUN AN
LIMBAR DORESTIX i BERDAHAYA

S

HKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggai 21 Juni Low

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan

angan Behas dan Pelabuhan Bebas Batam,

A

MUSTOFA WIDJAJA d




LAMPIRAN 17

Surat Kepultsan Kepata Badan

Pengusahaan Kewasan Perdagangan Bebas dan
Pelabihan Bebas Batam

Nemor : 4 TAHUN 2010
Tanggal 21 JuM 2010

STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PERENCANAAN, PROGRAM DAN LITBANG

BIRO
PERENCANAAN PROGRAM
QAN LITBANG

BAGIAN BAGIAN

BAGIAN
- : PERENCANAAN PROGRAM PENELITIAN DAN
PERENCANAAN WILAYAH DAN ANGGARAN PENGEMBANGAN

SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN
= — PRASARANA
PEHETAAN s At PENELITIAN DAN
PEMETAAN PERENCANAAN ANGGARAN PENGEMBANGAN INVESTAS!

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal ZtJunt 2eid

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdgpyangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

MIUSTOFA WIDJAJA -



STRUKTUR ORGANISASI

BIRO UMUM

BIRC UMUM

LAMPIRAN 18

Surat Keputusan Kepala Badan

Pengusahasn Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

Nomeor 3 Tadus 2010

Tanggal : 2 JUN1 2000

BAGIAN
RUMAR TANGGA DAN
PEMELIHARAAN

BAGIAN
PERLENGKAPAN DAN
PERALATAN

BAGIAN
HUKUM, ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA

SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN
PENGADAAN

SUBBAGIAN
PERATURAN DAN PERIKATAN

SUBBAGIAN
PEMELIHARAAN ASET

SUBBAGIAN
INVENTARISAS! DAN

PENGHAPUSAN ASET

SUBBAGIAN
BANTUAN HUKLHM

SUBBAGIAN
PENGELOLAAN ASET

SUBBAGIAN
ORGANISAS! DAN TATA
LAKSANA

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 2! Junt 200

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Pepdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

L ar—

m\
MUSTOFA WIDJAJA




LAMPIRAN 18

Surat Kepufusan Kepala Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

Nomor 3 TAHUN 2010
Tangsal : 2; quNt 20n

STRUKTUR ORGANISASI
BIRO KEPEGAWAIAN

8IRO
KEPEGAWAIAN

BAGIAN BAGIAN

BAGIAN
PERENCANAAN DAN EVALUAS! MUTASI DAN TATA USAHA PENGEMBANGAN PEGAWAI

KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN MUTAS! PEGAWAL ANALISA KEBUTUHAN
Sakans — "
- SUBBAGIAN SUBBAGIAN | SUBBAGIAN
EVALUASE ™1 TATA USAHA KEPEGAWAIAN KERJASAMA DIKLAT

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal "I\ Juni 2610

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

AVA &/f; NSTOTA WOSATE,




STRUKTUR ORGANISASI
BIRO KEUANGAN

BiRQ
KEUANGAN

LAMPIRAN 20

Surat Keputusan Kepaia Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

Nomor  :ZtaHud 2010

Tanggal 21 Tum) 2010

BAGIAR
ANGGARAN

BAGIAN
PERBENDAHARAAN DAN
INVENTARISAS!

BAGIAN
VERIFIKAST DAN PEMBUKUAR

SUBRAGIAN
VERIFIKAS] RUTIN DAN
PEMBANGLUNAN

SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN RUTIN
SUBBAGIAN

PEMANTAUAN DAN EVALLIASGE
ANGCGARAN RUTIN

SUBBAGIAN
PEMEBIAYAAN PEMOANGUNAN

SUBBAGIAN
VERIFIXASE PENDAFATAN

SUBBAGIAN
PEMANTAUAN DAN EVALLIASL
ANGGARAN PEMBANGUNAN

SUBBAGIAN
PERDAPATAN AN PIUTANG

SUBBAGIAN
PEMBUKUAN

SUBBAGIAN
RENCANA PENDARATAN

SUBBAGIAN
INVENTARISASE DAN
PEMGELCLAAN KEKAYAAN

L] NEGARA ,...

44?/ %

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 24 gunty o012

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

e
MUSTOFA WIDJAJA



LAMPIRAN 21

Surat Keputusan Kepala Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

Nomor 2 TAHUN 2010

Tanggal 17y Jup1 2010

STRUKTUR ORGANISASI
BIRO SEKRETARIAT DAN PROTOKOL

BEKRETARIAT DAN FROTOKCL

-

BAGIAN
SEXRETARIAT

]

BAGIAN BAGIAN
FROTOMCL, ARSIF DAN PERPUSTAKAAN

SUBBAGIAN
TATA LISAHA

SUBBAGIAN BUBBAGIAN

SUBBAGIAN TATA LISAMA
PERSANTUAN KEPALA BP

FROTOROL ARSIF DAN DOKUMERTAS!
SUBBAGIAN SUBBRAGIAN
PERJALANAON DINAS PERPUSTAKAAN

SUBBAGEAN TATA LSAHA

PEREBANTUAN WAKIL. KEPALM EF —l

SUBBAGIAN
KERJASAMA e
KEMASYARAKATAN

KELOMBPOK
JABATAN FUNGSIONAL,

SUBBAGIAN TATA USARHA

74

PERBANTUAN ANGEOTA 1

TTTSUBBAGIAN TATA USAHA
PERBANTUAN ANGGOTA 2

SUBBAGIAN TATA USAHA
PERBANTUAN ANGGOTA 3

T BUBBAGIAK TATA USABA
PERBANTUAN ANGGOTA 4

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal <\ Juwn; 1008

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Pepdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

a‘i’ / / MUSTOFA WIDJA PO



LAMPIRAN 22

Surat Kepatusan Kepaia Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabunan Bebas Batam

Nomor : 2fAnun 2810

Tanggai P2 JL!N! 20'0

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENGENDALIAN TEKNIK

DIREKTORAT
PENGENDALIAN TEKNIK

SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT

PENGENDALIAN KONSTRUKS! PENGENDALIAN PEMUKIMAN, PEN GE’:ﬂ"é’:_ii’;“;‘:;ﬁ; A DAN
GEDUNG, BANGUNAN SIPIL TAMAN DAN UTILITAS et D

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal Ut Jun; 010

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

L —
(j/ iff/ / MUSTOFA WIDJAJA



STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN 23

Surat Keputusan Kepala Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan.
Pelabuhan Bebas Batam

Nomor  : 2 TaHun 2o1p

Tanggal : 2 JuN] 2600

DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

DIREKTORAT
PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN

SUB DIREKTORAT
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN

SUB DIREKTORAT
PENGENDALIAN LAHAN

Nz
Ne—me
RN

SUB DIREKTORAT
PENGENDALIAN INVESTASI

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 4 Juvii e

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

MUSTOFA WIDJAJA @'\\




LAMPIRAN 24

Sural Kepulusan Kepala Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Palabuhan Bebas Batam

Nomor 5 Taduy 2010

Tanggal 13y Junt 2010

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENGENDALIAN ORGANISASI DAN KINERJA

DIREKTORAT PENGENDALIAN
ORGANISAS! DAN KINERJA

~ SUB DIREKTORAT , - ' SUB DIREKTORAT
PENGENDALIAN KEPEGAWAIAN SUB DIREKTORAT PENGENDALIAN
ORGANISAS! DAN TATA PENGENDALIAN PERLIINAN DAN PERLENGKAPAN DAN
RGANISASI DAN TA PELAYANAN MASYARAKAT ' AN D/

LAKSANA PEMELIHARAAN

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 2\ jun! Zow

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

VY 7 L

i y
A %/"!f” / MUSTOFA WIDJAJA ¢ -



LAMPIRAN 25

Surat Keputusan Xepala Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

Nomor @ L1AWUN 201D

Tanggal : 24 Jumi 2010

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENGENDALIAN KEUANGAN

DIREKTORAT
PENGENDALIAN KEUANGAN

SUB DIREKTORAT

SUB DIREKTORAT

PENGENDALIAN PENDAPATAN PENGENDALIAN BELANJA

DAN PENERIMAAN

MODAL DAN OPERASIONAL

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal %t Jupy oW
Kepaia Badan Pengusahaan Kawasan

MUSTOFA WIDUAJA

Ay



LAMPIRAN 26

Surat Keputusan Kepala Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

Nomor 2 TAHUM 2010

Tanggal 210 SUNL 2010

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

PUSAT PENGELOLAAN DATA
AN SISTEM INFORNMAS]
TEKNOLOGH

SUBEBAGIAN
TATA USAHA

| 1

BIDANG
BIDANG [Geiconpniy i PENGUSAHAAN EIOANG

AN KORMUNIKASE

SUSBIDANG SUBRIDANG .
SUBBIDANG INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN SUBBIDANG
DATA LURsUR e ploAihipinrletinah OFERASIONAL SANDI

SUBRIDANG
SUBBIDANG SUSBIDANG PELATINAN TEXNOLOE SUBBIDANG
DATA GEQGRAFIS MEDIA AN APLIKASI INFORMASE BAN MATERNL SANDE
HOMLIRIKAS] g
SUBRBIDAMNG
SUBBIDANG PENGUSAMAAN DAN
SUBSIANG DO KUMER JASA TERNOLOG SUCEImANS
INFORMASI LTI IR fre Bl sy ACMINISTRASI D
—_— K OAMINEI AS
KELOMPOK

JABATAN FUNGSIOMNAL,

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 2\ Jwi o0

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

e (/@
MUSTOFA WIDJAJA

N



LAMPIRAN 27

Surat Keputusan Kepaia Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

Nomor @ % tAavow 2010
Tanggal 31 gpny 2p10

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERWAKILAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM

KANTOR PERWAKILAN
BADAN PENGUSAHAAN

BAGIAN
EIaN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
DAN PROMOSI
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
TATA USAHA HUBUNGAN ANTAR LEMEAGA
SUBBAGLAN SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN PROTOKOE,
SUBAAGIAN SUBBAGIAN
PERLENGKAPAN ' HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
KEUANGAN PROMOS!

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal U dun | oW

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

MUSTOFA WIDJAJA




LAMPIRAN 28

Sural Kepuiusan Kepala Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam.

Nomor "3 Teruw 2000
Tanggat P2 Jumg 1010

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT

INSPEKTORAT

BAGIAN
ADMINISTRASI

KELOMPOK FUNGSIONAL
BIDANG TEKNIK

KELOMPOK FUNGSIONAL
BIDANG PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN

KELOMPOK FUNGSIONAL
BIDANG KEUANGAN

KELOMPOK FUNGSIONAL
BIDANG QRGANISASI KINERJA

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 2.( jun: 010
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan

Pergtagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
/

\-—-‘_M e
MUSTOFA WIDJAJA = "=
Z &Zfé’ &




